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ABSTRAK

Nusman Bundru. NIM. 061513. Implementasi Program Jminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas) di Kecamatan Kasemen. Progma Studi IImu
Administrasi Negara. Fakultas llmu Sosial dan limu Politik. Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I, Abdul Hamid,M.Si, Pembimbing II,
Arenawati, M.Si.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Progam Jamlesm

Peningkatan kesehatan masyarakat khususnya maalarakkin merupakan
salah satu fokus perhatian pemerintah. Pemerintatetapkan kebijakan melalui
program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmaslg yherupaya
meningkatkan kesehatan masyarakat miskin. Programkeksmas merupakan
program subsidi yang diberikan pemerintah kepadayarakat yang termasuk
kedalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagalya pemerintah dalam
meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya mkalyamaiskin dengan
membebaskan biaya kesehatan. Namun ternyata medaihmasyarakat yang
belum dapat menerima program Jamkesmas sertagetalainya pelayanan yang
diberikan terhadap masyarakat penerima program. uRam masalah yang
diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana Im@etasi Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Kecamatan kasemjuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implemenfsagram Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Kecamatan kKaseMetode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kuantita@$ktiptif, dimana yang menjadi
populasi dalam penelitian ini adalah masyarakaepera program jamkesmas di
Kecamatan Kasemen sebanyak 28.334. Perhitunganesamepggunakan rumus
Krejcie dan Morgan dengan tingkat kesalahan 10%anssmpel yang didapat
adalah sebesar 96. Instrumen dalam penelitian dalah berupa kisi-kisi
pertanyaan (kuesioner) yang didasarkan pada iratikeberhasilan implementasi
kebijakan menurut teori Merille. S. Grindle. Tdkmengambilan sampel dalam
penelitian ini adalah dengan menggunakaoportional area random sampling
Tehnik analisa data menggunakan uji hipotesisttsi@s sampel. Hasil penelitian
menunjukan Implementasi Program Jaminan Kesehatsyaakat (Jamkesmas)
di Kecamatan Kasemen cukup baik atau sedBegdasarkan hasil perhitungan
diperoleh fiwung lebih kecil dari pada ahel (-3,96 < -1,296) dan Implementasi
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kecamataaerken hanya mencapai
angka 61,71% dari angka paling rendah 65 %. Oleknkaitu, perlu adanya
pendataan kepada penerima program secara berkaldynya dilakukan
pengawasan baik dari pihak Puskesmas maupun pihelkarahan kepada
masyarakat penerima program dan perlunya mengadakaialisasi kepada
masyarakat penerima program dan petugas pelakseogram Jamkesmas
mengenai proses penggunaan program dan manfaaaprggmnkesmas.



ABSTRACT

Nusman Bundru. NIM. 061513. Implementation of Soti&lealth Insurance

(Jamkesmas) Program in the District of Kasemen. MabAdministration,

Faculty of Social and Political. University of Sidh Ageng Tirtayasa. Advisor I,
Abdul Hamid, M.Si, Advisors Il, Arenawati, M.Si.

Keywords: Implementation Policy, Social Health I@8wce (Jamkesmas)
Program

Social health improvement in particular poor sogiet one focus of government
attention. The government has established the ydlcough Social Health

Insurance (Jamkesmas) Program for the efforts iprawving the poor society

health. Social Health Insurance (Jamkesmas) progisa subvention programs
who given by government that provides free senfimegoor society has included
into the category of Poor Households (RTM) as tlseeghment's efforts in

improving social health in particular poor societilowever, still society that

have not been able to received Social Health Instea(Jamkesmas) program
and inappropriate public service who given for Sbeéiealth Insurance program

recipients. Formulation of the problem is takentims research is how much
Implementation of Social Health Insurance (Jamkegnfaiogram in the District

of Kasemen. The purpose of this study is to detertmow much Implementation
of Social Health Insurance (Jamkesmas) ProgranhénDistrict of Kasemen. The
method used in this research is quantitative desee method, where the
population in this study are the society who areereed Social Health Insurance
(Jamkesmas) programs in the District of Kaseme2Bi834. Sample calculations
used Krejcie and Morgan wording with an error raie 10%, therefore then the
sample was 96. The instrument of this researchasquestion grids (kuesioner)
based on the indicators of successful implemematcrording to the Merille. S.

Grindle’s theory. The sampling technique in thise&rch is a proportional

random sampling area. The data analysis used ongpkahypotesis t-test. The
result of the research shows that the ImplememadioSocial Health Insurance
(Jamkesmas) Program in the District of Kasemen gho&rom the calculation

comes dunt SMaller than +fpe (-3,96 < -1,296) andmplementation of Social

Health Insurance (Jamkesmas) Program in the DisticKasemen just reached
61,71% from the expected lowes 65%. Thereforeneke for data collection on a
regular basis to the recipients of Social Healtsurance Program, the need for
better controlling of the Health Center or Kelurah#o the recipients of Social
Health Insurance Program and the need socializatmthe society beneficiaries
and staff implementing the Social Health Insurapaegram about the process of
using the program and benefit Social Health Inseeprogram
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Pembangunan bertujuan untuk mengubah setiap asplekiukan
negara dari kondisi yang ada sekarang kearah pohuqugm masyarakat yang
lebih baik dimasa yang akan datang. Salah satu @eguinan yang dilakukan
oleh pemerintah, khususnya di negara berkembandgaladanasalah
pengentasan kemiskinan. Bangsa Indonesia adalafjsdbayang majemuk
dengan tingkat persoalan atau permasalahan yangpléksn seperti
kemiskinan, kesehatan pendidikan dan lain sebagaiRgmerintah harus
berpikir lebih untuk menyelesaikan masalah yang ddmi tercapainya cita-
cita bangsa yang sejak dulu menjadi tujuan dargéanni, yang tercantum
dalam dalam UUD 1945 pada alinea ke IV khususnymndabidang
kesehatan.

Salah satu upaya tersebut telah diamanatkan dalasarig-Undang
Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 93/li@ntang
Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhaftapekan pelayanan
kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga daasyarakat berhak
memperoleh  perlindungan terhadap  kesehatannya, daegara
bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidghat bagi
penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dak tiitampu.

Kenyataan yang terjadi, derajat kesehatan masyaniskin masih

rendah, hal ini tergambarkan dari angka kematiam kelompok masyarakat



miskin tiga setengah sampai dengan empat kali lebdgi dari kelompok
masyarakat tidak miskin. Masyarakat miskin biasamgatan terhadap
penyakit dan mudah terjadi penularan penyakit karéerbagai kondisi
seperti kurangnya kebersihan lingkungan dan peramafiang saling
berhimpitan, perilaku hidup bersih masyarakat ydejum membudaya,
pengetahuan terhadap kesehatan dan pendidikan yamgnnya masih
rendah’

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyaralskin

mempunyai arti penting karena 3 alasan pokok:

1. Menjamin terpenuhinya keadilan sosial bagi masysrakiskin,
sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskitak
mengingat kematian bayi dan kematian balita 3 &ah 5 kali
lebih tinggi dibanding pada keluarga tidak miskidi. sisi lain
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baikrizeyiarakat
miskin, dapat mencegah 8 juta kematian sampai t20a0.

2. Untuk kepentingan politis nasional yakni menjagautiban
integrasi bangsa dengan meningkatkan upaya pembangu
(termasuk kesehatan) di daerah miskin dan kepertingplitis
internasional untuk menggalang kebersamaan dalamemghi
komitmen global guna menurunkan kemiskinan melalpaya

kesehatan bagi keluarga miskin.

! Departemen Kesehatan RI. 2002
.http://www.jpkmonline.net/index.php?option=com_tenmt&task=view&id=53&Itemid=89 14
April 2010] (1, 2, 3)




3.

Hasil studi menunjukan bahwa kesehatan penduduly Yk,
pertumbuhan ekonomi akan baik pula dengan demikisaya

mengatasi kemiskinan akan lebih berhasil.

Upaya-upaya pelayanan kesehatan penduduk miskimerhean

penyelesaian menyeluruh dan perlu disusun strageta tindak pelaksanaan

pelayanan kesehatan yang peduli terhadap pendudskinm Pelayanan

kesehatan peduli penduduk miskin meliputi upayayabagai berikut:

1.

Membebaskan biaya kesehatan dan mengutamakan Mmasala
masalah kesehatan yang banyak diderita masyaragianrseperti
TBC, malaria, kurang gizi dan berbagai penyakitlsf lain dan
kesehatan lingkungan.

Mengutamakan penanggulangan penyakit penduduk tidakpu
Meningkatkan penyediaan serta efektifitas berbggelayanan
kesehatan masyarakat yang bersifat non personakrtsep
penyuluhan kesehatan, regulasi pelayanan kesehatamasuk
penyediaan obat, keamanan dartifikasi makanan, pengawasan
kesehatan lingkungan serta kesehatan dan kesefakeja.
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatadugek
tidak mampu.

Realokasi berbagai sumber daya yang tersedia dengan

memprioritaskan pada daerah miskin.

2 |bid



6. Meningkatkan partisipasi dan konsultasi dengan arakat
miskin. Masalah kesehatan masyarakat bukan mapalakrintah
saja melainkan masalah masyarakat itu sendiri karperlu

dilakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat miiski

Kesulitan akses pelayanan ini dipengaruhi oleh dgabfaktor seperti
tidak adanya kemampuan secara ekonomi dikarenakayea tkesehatan
memang mahal. Derajat kesehatan yang rendah beméngerhadap
rendahnya produktifitas kerja yang pada akhirnyajat beban masyarakat
dan pemerintah.

Pembangunan kesehatan masyarakat dimasa mendaieary tenya
sekedar program biaya pengobatan yang terjangkeln @kyat. Visi ini
masih terlalu dangkal jika dibandingkan dengan-cita reformasi bidang
kesehatan di mana telah ditetapkan bahwa visi peguman kesehatan
adalah ingin mencapai penduduk dengan perilaku phisiehat, memiliki
kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatarbgamyitu secara adil
dan merata serta memiliki derajat kesehatan yarmggetingginya di
seluruh wilayah RI. Kesehatan adalah hak dasaapsétdividu dan semua
warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesdébat@asuk masyarakat
miskin.

Kemiskinan pada dasarnya merupakan bentuk probjyamg muncul

dalam kehidupan masyarakat, khususnya dimasyaragdra-negara yang

* Ibid



sedang berkembang salah satunya bangsa Indonesraskinan dilukiskan
sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kedsututlup yang pokok.
Kemiskinan menjadi alasan sempurna rendahnya indekmbangunan
manusia Indonesia. Secara menyeluruh kualitas nariodonesia relatif
masih sangat rendah, dibandingkan dengan kualitheghra-negara lain di
dunia. Pendek kata kemiskinan merupakan persoaag ynaha kompleks
dan kronis. Maka cara penanggulangan kemiskinan m@mbutuhkan
analisis yang tepat, melibatkan semua komponen gsaia@han dan
diperlukan strategi penanganan yang tepat, benkgdemdan tidak bersifat
temporer.

Pengentasan masalah kemiskinan diperlukan upaya rip@madukan
berbagai kebijakan dan program pembangunan yarsgbi@r di berbagai
sektor. Kebijakan pengentasan atau penanggulanganiskinan dapat
dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu kebijakan kid@angsung dan kebijakan
yang langsung. Kebijakan tak langsung meliputi gityyasi ekonomi, sosial
dan politik; (2) mengendalikan jumlah penduduk;rf®lestarikan lingkungan
hidup dan menyiapkan kelompok masyarakatskimi melalui kegiatan
pelatihan. Sedangkan kebijakan yang langsung cakep : (1)
pengembangan data dasar, (2) penyediaan kebutalan @angan, sandang,
papan, kesehatan, dan pendidikan); (3) penciptamenkpatan kerja; (4)

program pembangunan wilayah; dan (5) pelayanakremitan?

4 Gunawan Sumodiningrat. 1998lembangun Perekonomian Rakyatogyakarta : Pustaka
Pelajar. Hal 26



Pemenuhan hak dasar khususnya pelayanan kesehataipakan
salah satu kebijakan yang diluncurkan oleh Penarigang tercakup dalam
strategi nasional penanggulangan kemiskinan. Saiatkeluarga miskin
menjadi sasaran program kesehatan yang utama,gagiagan keadaan
ekonomi yang memburuk jumlah keluarga miskin atatakg mampu makin
meningkat. Keadaan tersebut ternyata juga mendakiba penurunan
frekuensi konsumsi pangan, barang dan jasa terndidalamnya kesehatan.
Penurunan tersebut mencakup kualitas dan kunjungemimah sakit,
Puskesmas dan bidan. Krisis ekonomi memang telalyaBamenimbulkan
dampak terhadap pembangunan kesehatan termasufarnmata kesehatan
masyarakat.

Peningkatkan akses pelayanan Departemen kesehataetapkan
kebijakan untuk lebih memfokuskan perhatian pelagakesehatan terhadap
masyarakat miskin dan tidak mampu.” Proses kehijad@alah proses yang
diawali dari perumusan kebijakan, dilanjutkan dengamplementasi
kebijakan, dan kemudian evaluasi kebijakan. Patlk #kstrim analisis
kebijakan adalah proses tempat sebuah kebijakakirégn untuk di buat dan
belum dibuat itu sendiri®. Maka dari pada itu pemerintah memberikan
jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) sebagaisptebijakan untuk
membantu dan meringankan masyarakat miskin di Qi#asehatan.

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalglaprdantuan

sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyaralskimman tidak mampu

®Riant. D. Nugroho. 2008Analisis KebijakanJakarta : Elex Media Komputindo. Hal 193



yang diselenggarakan secara nasional, agar tegalosidi silang dalam
rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang meohehagi masyarakat
miskin. Upaya pelaksanaan Jamkesmas merupakan jpdemupemenuhan
hak rakyat atas kesehatan dan amanat Undang—Undamgpr 40 Tahun

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJ&i),merupakan salah
satu komitmen pemerintah dalam pembangunan keselditdndonesia.

Namun karena hingga saat ini peraturan pelaksandedabaga yang harus
dibentuk berdasarkan Undang—Undang Nomor 40 TaBQ04 fntang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) belum terbentukakBahaan kebijakan
jamkesmas dituangkan dalam Keputusan Menteri KésehadNomor

316/Menkes/SK/V/2009 tentang pedoman pelaksanaannga kesehatan
masyarakat.

Kecamatan Kasemen adalah salah satu kecamatammeamdppatkan
program jamkesmas. Berdasarkan data yang telalrotBhe Kecamatan
Kasemen mendapatkan kuota penerima jamkesmas derthe&ota Serang
tahun 2010, dengan jumlah penerima 28.686 (27%)kuRecamatan Serang
jumlah penerima 28.096 (26,3%), Kecamatan Cipoeya jumlah penerima
11,863 (11,1%), Kecamatan Curug 10.854 (10,1%),aketan Walantaka
15.286 (14,3%) dan Kecamatan Taktakan 12.169 (11°4%da tahun 2009
penerima program jamkesmas di Kecamatan Kasemguonibah 28.334

dengan memiliki rumah tangga miskin sebanyak 6.0@&gan jumlah

® Berdasarkan Keputusan Walikota Serang Nomor: 4408<Eluk/2010 tentangPenetapan
Jumlah Peserta Program Jamkesmas Bagi MasyarakskiMdi Kota Serangahun 2010



penduduk 81.695. Jumlah rumah tangga miskin di Ketan Kasemen
merupakan angka yang paling tinggi di Kota Serang.

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukanrapaemasalah
mengenai Implementasi program jaminan kesehatayraiad (Jamkesmas)
di Kecamatan Kasemen.

Pertama masih ada warga Kecamatan Kasemen yang belum
memperoleh program jaminaan kesehatan masyarakagt ipasuk katagori
rumah tangga miskin ( RTM ), hal ini dikarenakartugas pendata tidak
memahami kriteria penerima program secara jelagetika RTM dapat
dilihat dari kondisi fisik rumah. Selain melihatridisi fisik rumah diantarnya
tidak memiliki tabungan, pekerjaan suami sebagdi kangunan, tidak
memiliki kamar mandi dan lain sebagaifyBengan demikian menunjukan
bahwa para petugas pelaksana yang ditugaskan omeunklata masyarakat
penerima program jamkesmas masih belum terlatih.

Kedua, kurang update databasepenerima jaminan kesehatan
masyarakat. Hal ini terjadi karena petugas pendatgzangan seperti Bidan
Desa, Kader Posyandu, PLKB (Petugas Lapangan Kglu8erencana)
jarang melakukan survei ulang terhadap penerimgrano jamkesmas.

Ketiga, tidak sesuainya pelayanan yang di berikan pihalkgsmas
kepada masyarakat yang memiliki atau yang mend&gatu jaminan

kesehatan masyarakat.

" Dinsos Kota Serang. Data Penerima Raskin Kotan§eFahun 2009
8 Berdasarkan wawancara dengan Ibu Aniyah warga #agilasah 3. 31 Maret 2010.



Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertatikk umengangkat
masalah “Implementasi Program Jaminan Kesehatan ydviasat di
Kecamatan Kasemen” sebagai judul. Dengan demilkiiaarapkan penelitian
ini dapat mengulas lebih dalam mengenai programehatan untuk

masyarakat yang tidak mampu di bidang kesehatan.

1.2Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yangdeledikan di atas,
maka peneliti mengidentifikasikan masalah dengacian sebagai berikut :

1. Belum tepat sasarannya program jamkesmas (Jamiaaehkitan
Masyarakat) yang di berikan pemerintah kepada makga di
Kecamatan Kasemen.

2. Kurangnyauptodatedata penerima program jamkesmas (Jaminan
Kesehatan Masyarakat) di Kecamatan Kasemen.

3. Ketidaksesuain pelayanan yang di berikan pihak ¢amslas
kepada masyarakat penerima jamkesmas (Jaminan &aseh

Masyarakat) di Kecamatan Kasemen.

1.3Batasan dan Rumusan Masalah
Dalam mengadakan penelitian penulis membatasi [sadatzan
penelitian pada fokus utama masalah yaitu tentaglgkganaan program
jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) sebagaidiatur dalam

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/Menkes/SKI®%2 tentang



Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatanrbdagy®erdasarkan
batasan dan indentifikasi masalah diatas, makalipenerumuskan masalah
yaitu "Bagaimana Implementasi program Jaminan Katseh Masyarakat

(Jamkesmas) di Kecamatan Kasemen”

1.4Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian  Implementasi Program Jaminan Kaisa
Masyarakat di Kecamatan Kasemen ini adalah untukgetehui Bagaimana
Tingkat Implementasi Program Jaminan Kesehatan dakgt (Jamkesmas)

di Kecamatan Kasemen.

1.5Manfaat Penelitian
Manfaat yang ingin penulis harapkan dalam melakydarelitian
mengenai Implementasi Program Jaminan Kesehatayakédst di
Kecamatan Kasemen adalah :
1. Secara teoritis :
a. Diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan -teori yang
telah ada sehingga memperkaya hasil-hasil ilmu gtahgan.
b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengergha ilmu
pengetahuan khususnya mengenai implementasi kabijak

2. Secara praktis :



a. Pada peneliti
Karya ilmiah ini berguna untuk mengembangkan kemsnp
peneliti dalam hal mempelajari tentang implemeritabijakan pada
khususnya, dan khasanah ilmu pengetahuan lain seta@mgikuti
program studi ilmu administrasi negara.

b. Pada Instansi terkait
Karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai informasimbahan
sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam
mengimplementasikan  program jaminan kesehatan aredsyt
(Jamkesmas) di Kecamatan Kasemen

c. Pada peneliti lain
Pada pembaca atau peneliti selanjutnya karya piemndli dapat
dijadikan sebagai informasi tambahan bagi pembada penelitian

selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan
BAB| PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang
Latar belakang menggambarkan ruang lingkup dan dudcan
masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraianrsedaduktif,
dari lingkup yang paling umum hingga menukik ke atas

yang paling spesifik, yang relevan dengan judulskr



1.2 1dentifikasi Masalah
Mendeteksi aspek permasalahan yang muncul danitaeridari
tema/topik/judul penelitian atau dengan masalaln a&riabel
yang akan diteliti. Identifikasi masalah dapat akan dalam
bentuk pertanyaan atau pernyataan,

1.3 Batasan dan Perumusan Masalah
Dari sejumlah masalah hasil identifikasi tersebut afas
ditetapkan masalah yang palinggen yang berkaitan dengan
judul penelitian. Kalimat yang biasa di pakai dalpembatasan
masalah ini adalah kalimat pernyataan. Perumusasalata
adalah mendefinisikan permasalahan yang telah agkan
dalam bentuk definisi konsep dan definisi opradiona

1.4 Tujuan penelitian
Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasarag yagin
dicapai dengan dilaksanakannya penelitian, terhadapalah
yang telah dirumuskan. Isi dan rumusan tujuan jtenrekejalan
dengan isi dan rumusan masalah.

1.5 Manfaat Penelitian
Menjelaskan manfaat teoritis dan praktis temuarelgen

1.6 Sistematika Penulisan

Menjelaskan isi bab per bab



BAB Il DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Deskripsi teori
Mengkaji berbagai teori yang relevan dengan perlalaaa dan
variabel penelitian, kemudian menyusunya secaratuierdan
rapi yang digunakan untuk merumuskan masalah.

2.2 Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir menggambarkan alur pikiran peénsébagai
kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan pkEgan kepada
pembaca

2.3 Hipotesis
Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementafaadap
permasalahan yang diteliti dan akan diuji kebengan

BAB IIl METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian
Menjelaskan metode yang dipergunakan dalam peareliti

3.2 Instrumen Penelitian
Menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis ala
pengumpulan data yang digunakan, proses pengumplatn
dan teknik penentuan kualitas instrumen

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian
Menjelaskan wilayah generalisasi atau proposal |feme
penetapan besar sampel dan tehnik pengambilan ba@ipe

rasionalisasinya.



3.4 Tehnik Pengolahan dan Analisis Data
Menjelaskan tehnik analisa dan beserta rasionaldigasTehnik
analisis data harus sesuai dengan sifat data yteiig.d

3.5 Tempat dan Waktu
Menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitiarsebart
dilaksanakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian
Menjelaskan tentang obyek penelitian yang melidokasi
penelitian secara jelas, struktur organisasi dapufasi/sampel
yang telah ditentukan serta hal lain yang berhuanongengan
obyek penelitian

4.2 Deskripsi Data
Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah diata mentah
dengan mempergunakan tehnik analisis data yanegarele

4.3 Pengujian Hipotesis
Melakukan pengujian dengan menggunakan tehnik samali
statistik yang sudah ditentukan semula. Hasil allini analisis
statistik itu adalah teruji tidaknya hipotesis pelnelitian. Hasil
perhitungan akhir dari statistik dilaporkan dalaatamg tubuh,
sedangkan perhitungan selengkapnya ditempatkan mdala

lampiran.



4.4 Intrepetasi Hasil Penelitian
Melakukan penafsiran terhadap hasil akhir pengujigotesis.
Kendatipun hasil analisis statistik itu sendiri gshdnerupakan
suatu kesimpulan namun belum memadai tanpa adgpatasi
yang dikaitkan dengan rumusan masalah.

4.5 Pembahasan
Melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap haslisk data.
Terhadap hipotesis yang diterima mungkin tidak peliesoalan,
tetapi terhadap hipotesis yang ditolak harus dibaeriberbagai
dugaan yang menjadi penyebabnya.

BABYV PENUTUP

5.1 Simpulan
Menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan s&ca
singkat, jelas dan sejalan dan sesuai dengan palahas serta
hipotesis penelitian.

5.2 Saran
Berisi tindakan dari sumbangan penelitian terhdaldpng yang

diteliti baik secara teoritis maupun praktis.



BAB Il

DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Deskripsi Teori

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti menggunakeiberapa
istilah yang berkaitan dengan masalah penelitiamtuk) itu pada bab ini
peneliti menggunakan beberapa teori yang mendukemagalah dalam
penelitian ini. Teori dalam ilmu administrasi mempai peranan yang sama
seperti ilmu-ilmu lainnya, yaitu berfungsi untuk mpdaskan dan menjadi
panduan dalam penelitian. Maka dari itu pada bab peneliti akan
menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengasalaia penelitian
diantaranya teori kebijakan publik, implementadbijgkan publik dan teori

kemiskinan.

2.1.1Pengertian Kebijakan
Kebijakan folicy) mengandung arti yang bermacam-macam.
Menurut kamus bahasa Indonesia kebijakan merupaseaipagai
rangkaian konsep pokok dan asas yang menjadi ¢gasar dalam
pelaksanaan suatu pekerjaan atau suatu konsepyadasgjadi pedoman

dalam melaksanakan suatu kepemimpinan dan caiads?

® Hamzah Ahmad dan Ananda Santoso. 19@8nus Pintar Bahasa IndonesiGurabaya : Fajar
Mulya. Hal 192
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Selain itu definisi kebijakan lainnya diungkapkdehoSuharto,
yang menjelaskan bahwa:

“Kebijakan (policy) adalah sebuah instrument pentahan,
bukan saja dalam artyjovernmentyang hanya menyangkut
aparatur negara, melainkan pudavernanceyang menyentuh
pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan padanyati
merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihadakan
yang secara langsung mengatur pengelolaan dansp@mnasian
sumber daya alamfinansial dan manusia demi kepentingan
publik yakini rakyat banyak, penduduk, masyarakati avarga
negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya giner
kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagaisgegdeori,
ideology, dan kepentingan-kepentingan yang mewadgdtem
politik suatu negara.

Pengertian di atas memberikan gambaran pada kitaveba
kebijakan merupakan alat yang digunakan pemerintahg juga
memeperhatikan sumber daya yang dimiliki untuk képgan publik.
Definisi kebijakan lainnya dikemukakan oleasswell

“Kata kebijakan golicy) umumnya dipakai unutuk menunjukan

pilihan terpenting yang diambil baik dalam kehidumaganisasi

atau privat. kebijakan bebas dari konotasi yangldip dalam
kata politis (political) yang sering kali diyakinhengandung
makna keberpihakan dan korupsi”

Definisi kebijakan menurut Laswell memberikan petiga
bahwa kebijakan diyakini bebas dari unsur poliasiy kerap dimaknai

sebagai sebuah konsolidasi. Kebijakan merupakérapipenting dalam

organisasi.

19 Edi Suharto.200&ebijakan sosial sebagai kebijakan pubBandung : Alfabeta Hal 3
1 Wayne Parson. 200Bublic Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analigisbijakan Jakarta:
Prenada Media. Hal 17



Berbeda dengan pandangBuinn dalam bukunya “Pengantar
Analisis Kebijakan Publik”, beliau mendefinisikamatk kebijakan dari
asal katanya. Secara etimologis, istiaticy atau kebijakan berasal dari
bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin, akar kasadbbhasa Yunani
dan Sanksekerta yaipolis (Negara-Kota) dapur (Kota)?

Pengertian kebijaksanaan Dberikutnya dikemukakanh ole
Anderson, yaitu:

“A purposive course of action followed by an actorset of

actors in dealing with a problem or matter of camce

(serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertgming

diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atalorkpok

pelaku guna memecahkan suatu masalah tertéhtu)”

Sedangkan menurulones istilah kebijakan digunakan dalam
praktek-praktek sehari-hari. Namun, digunakan untoé&nggantikan
kegiatan atau keputusan yang berbeda. Istilahenng dipertukarkan
dengan tujuan, program, keputusan, standar, prbdasgrand design
Secara umum, istilah kebijakan dipergunakan untekumjuk perilaku
seorang aktor dalam suatu bidang kegiatan terténtu.

Dengan demikian, dari beberapa definisi kebijakiatad, maka

dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah rangkaiamsep pokok

yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan suderjgen yang

2william N Dunn. 2003Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi kediagyakarta : Gajah
Mada University Press. Hal. 51
3 M. Irfan Islamy. 1991Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negatakarta:

Bumi Aksara. Hal 17
4 Budi Winarno. 2002Kebijakan Publik: Teori dan Prosesrogyakarta: Media Pressindo.
Hal.14



mengandung program pencapaian tujuan, nilai-ndai praktek-praktek
yang terarah bercirikan konsistensi dan pengulangakah laku dari

mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

2.1.2Pengertian Publik

Istilah publik berasal dari bahasa inggpablic yang berarti
umum, masyarakat atau negara. Sebenarnya dalansabdmdonesia
sesuai bila diberi teriemahan praja, hanya sejakanaBelanda kata-
kata sangsekerta tersebut sudah salah kaprahsek#inarnya dari kata
praja tersebut adalah rakyat, sehingga untuk petaériyang melayani
keperluan seluruh rakyat diberi istilah pamongafaglayan rakyat).

Arti publik menurut Kencana adalah sejumlah manusia yang
memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapéapsdan tindakan
yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai noraragymereka miliki>

MenurutBaber dalam Parsons berpendapat bahwa sektor publik
mengandung 10 ciri penting yang membedakan dariosedwasta,
yaitu:

1. Sektor publik lebih kompleks dan mengemban tuggasu

yang lebih menduambiguous

2. Sektor publik lebih banyak menghadapi problem dalam

mengimplementasikannya keputusan-keputusannya.

3. Sektor publik memanfaatkan lebih banyak orang yang

memiliki motivasi yang sangat beragam.

4. Sektor publik lebih banyak memperhatikan usaha
mempertahnkan peluang dan kapasitas.

*Kencana, Inu dkk. 1999mu Administrasi PublikJakarta. PT Rinerka Cipta. Hal 18



5. Sektor publik lebih banyak memperhatikan kompenatasi

kegagalan pasar.

6. Sektor publik melakukan aktivitas yang lebih banyak

mengandung signifikansi simbolik.

7. Sektor publik lebih ketat dalam menjaga standar ikben

dan legalitas.

8. Sektor publik mempunyai peluang yang lebih besdukun

merespon isu-isu keadilan dan kejujurtairfess.

9. Sektor publik harus beroperasi demi kepentingarikub

10. Sektor publik harus memprtahankan level dukungdslibou

minimal diatas level yang dibutuhkan dalam industri
swasta®
2.1.3Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan atau pilihgulakan
secara langsung yang mengatur pengelolaan danspéimasian sumber
daya baik alam, finansial, maupun sumber daya n@ndemi
kepentingan publik. Beberapa definisi mengenaijikkhn publik.

Dunn menjelaskan bahwa kebijakan publik ialah pola
ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihatektif yang saling
tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk teeindak, yang
dibuat oleh badan atau kantor pemerihtah

Pengertian kebijakan publik menurubDye "bahwa kebijakan

publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintatuk dilakukan dan

tidak dilakukan”. Melalui definisi ini kita mendappemahaman bahwa

'8 parsonsOp. Cit.,hal.10
7 Krtistian Widya Wicaksono. 200&dministrasi dan birokrasi pemerintatiogjakarta: Graha
ilmu. hal 64



terdapat perbedaan antara apa yang akan dikenggtaarintah dan apa
yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemertfitah.

Lain dari itu, Rose berupaya mendefinisikan kebijakan publik
sebagai, "sebuah rangkaian panjang dari banyak ssdikit kegiatan
yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensgi bgang
berkepentingan sebagai keputusan yang berlaihan”

Definisi lain mengenai kebijakan publik pun ditakem oleh
Friedrich dalam Agustino menyatakan bahwa:

"Serangkaian kegiatan atau tindakan atau kegiatamgy

diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerirdkmdsuatu

lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan
kemungkinaan dimana kebijakan tersebut diusulkarar ag
berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuarg ya
dimaksud®

Untuk maksud dari kebijakan sebagai bagian dariiakag,
Friedrich menambahkan ketentuan bahwa kebijakan tersebut
berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud tajtzan.
Meskipun maksud dan tujuan dari kegiatan pemerintdak selalu
mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan iba¢kan perilaku
yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dkfmisi
kebijakan bagaimanapun juga kebijakan harus mekanjapa yang

sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulakam beberapa

kegiatan pada suatu masalah.

18 _eo Agustino. 200"Memahami ilmu PolitikBandung: AIPI hal 166
2 1bid. Hal 166
% Leo Agustino. 2006Politik dan Kebijakan PublikBandung: AIPI hal 41



Kebijakan publik adalah keputusan politik yang dikangkan
oleh badan dan pejabat pemerintah. Karakteristikdijelaskan oleh
Easton yang menegaskan bahwa hanya pemerintah yang seahra
dapat berbuat sesuatu pada masyarakat dan pili@ermtah untuk
melakukakan sesuatu tersebut dirupakan dalam bergongalokasian
nilai-nilai pada masyarakat. Hal ini disebabkanekar pemerintah
termasuk ke dalam para penguasa suatu sistemkpgditig terlibat
dalam masalah sehari-hari yang telah menjadi tayjgwab atau
perananny&’

Definisi lain dari kebijaksanaan negara adalah rgg@ian
tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atai tidaksanakan oleh
pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorienpagla tujuan
tertentu demi kepentingan masyarakatSebagai keputusan yang
mengikat publik, maka kebijakan publik harusnyaudiboleh otoritas
politik, yakni mereka yang menerima mandat darilijgubtau orang
banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihankub&astindak atas
nama rakyat banyak. Selanjutnya kebijakan publianallilaksanakan
oleh administrasi negara yang dijalankan oleh athtnasi pemerintah.

Menurut Bridgman dan Davis dalam Suharto kebijakan publik

pada umumnya mengandung pengertian mengendlhatever

L |slamy.Op. Cit.Hal 19
?2bid. Hal. 20.



government choose to do or not to d&&bijakan publik adalah apa saja
yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidkllakukan)”?

Berdasarkan beberapa definisi kebijakan publik adiatlapat
disimpulkan Kebijakan publik adalah serangkaianidag dengan pola
ketergantungan yang kompleks yang mempunyai maksad tujuan
tertentu dengan berbagai pilihan untuk dilakukau atdak dilakukan
melalui tiga kegiatan pokok yaitu formulasi, impkemasi dan evaluasi
kebijakan dalam rangka menciptakan kesejahteragimiesyarakat.

Kebijakan publik juga ditunjukan pada tindakan yang
mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pad#agaryang berubah
acak, kebijakan publik pada dasarnya mengandungariagau pola
kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pkala keputusan
yang terpisah-pisah, kebijakan publik merupakanysgray sungguhnya
dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur masyrakatuk
kesejahteraan masyarakat luas, bukan apa maksgddijkarjakan atau
yang akan dikerjakan.

Selain itu disimpulkan juga bahwa kebijakan pubdikalah
serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanaktau tidak
dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tuptan orientasi
pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh nmnakga Dalam
kaitannya dalam definisi tadi, ada beberapa kargkite yang dapat

disimpulkan dari kebijakan publik.

% SuhartoOp citHal 3



Pertama pada umumnya kebijakan publik perhatiannya
ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud tatan tertentu
daripada perilaku yang berubah atau acak.

Kedug kebijakan publik pada dasarnya mengandung bag&an
pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemdrintiaripada
keputusan yang terpisah-pisah.

Ketiga kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya
dikerjakan pemerintah dalam mengatur perdagangangamtrol inflasi,
atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa mg&sgddikerjakan
atau yang akan dikerjakan.

Keempat kebijakan publik dapat berbentuk positif, kebgak
melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang piésm menangani
suatu permasalahan, secara negatif kebijakan pdaldat melibatkan
suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak kuleds suatu
tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahahdadateks tersebut
keterlibatan pemerintah amat diperlukan.

Kelima kebijakan publik, paling tidak secara positif aBdrkan

pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifatemetah.



Gambar 2.1
Siklus Skematik Kebijakan Publik

Perumusan |
’ kebijakan publik l
Isu/masalah Implementasi
Output Pu‘tsllk kebijakan publik
Outcome
.................................................... Perumusan
kebijakan publik

SumberRiant Nugroho D. (2003:73)

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan dalam sekssimgai
berikut:

1. Terdapat isu atau masalah publik disebut isu apabihsalah
bersifat strategis, yakin bersifat mendasar, megiain banyak
orang atau bahkan keselamatan bersama biasangadiexjpanjang
tidak bisa diselesaikan isu ini di angkat sebaganda politik untuk
diselesaikan.

2. Isu ini kemudian menggerakan pemerintah untuk maskan
kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masadabebut.
Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi sblmegara dan
warganya termasuk pimpinan negara.

3. Setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik idaldisanakan
baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerine@bkalma-sama

dengan masyarakat.



4. Namun dalam proses perumusan, pelakasanaan, daca pas
pelaksanaan di perlukan tindakan evaluasi sebaiissbaru
sebagai penilaian apakah kebijakan tersebut sudalmuskan
dengan bijak dan benar dan di implementasikan dethgék dan
benar pula

5. Implemntasi kebijkan bermuara kepadatput yang dapat berupa
kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung \gapmat dirasakan
oleh pemanfaat.

6. Di dalam jangka panjang kebijkan tersebut mengkasibutcome
dalam bentuk impac kebijakan yang diharapkan semakin
meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan jakein

tersebut.

Dengan melihat skema tersebut diatas kita melirgtwia
terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dekghijakan publik
yaitu:

1. Perumusan kebijakan

2. Implementasi kebijakan

3. Evaluasi kebijakan

Kebijkan publik yang unggul menentukan keunggulagana
bangsa dalam persaingan global. Atau dalam iskdah hanya negara

bangsa yang mampu mengembangkan kebijakan pubitig yaggul



baik perumusan, implementasi, dan evaluasi yang al@njadi negara
yang unggul dalam persaingan glofal.

Untuk penelitian ini, pembahasan kebijakan publikare
mengarah kepada implementasi kebijakan. Sebagaiit¢gioyang akan
diangkat oleh peneliti sebagai alat analisa untekgukur dan menilai

suatu kebijakan pemerintah yang menjadi objek jiearel

2.1.4Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu kajian mengenai &elgjakan
yang mengarah pada proses pelakasanaan dari slajakkn. Dalam
prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatses yang begitu
kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dangqdanya
intervensi berbagai kepenting@hlmplementasi kebijakan merupakan
tahap diantara diputuskannya suatu kebijakan dengamculnya
konsekuensi-konsekuensi diantara orang-orang yenkgria kebijakan
tersebut. Implementasi merupakan tahap yang krudaddm proses
kebijakan, dalam proses kebijakan ada beberapapdahayaitu
perumusan kebijakan, implementasi kebijakan daruasakebijakan.
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka pemeliti difokuskan
pada tahap implementasi. Suatu program kebijakanrusha

diimplementasikan agar mempunyai dampak tujuan génginkan.

24 Nugroho.Op Cit Hal 269
% Leo Agustino. 2006Dasar-dasar Kebijakan PublilBandung: Alfabeta. Hal 138



Implementasi kebijakan publik merupakan suatu kajia
mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerggtelah sebuah
kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah benkat adalah
bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencgpantumplementasi
kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebealjakan dapat
mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang. tukin
mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dlifsap langkah
yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dbkmuk program-
program atau melalui formulasi kebijakalerivat atau turunan dari
kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digakan sebagai
berikut:

Gambar 2.2
Model Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Publik

Kebijakan Publik

\4 \ 4
Kebijakan Publik Penjelag Program Interven

v

Proyek Intervensi

v
Kebijakan Interven:
v

Publik/ Masyarakat/
Beneficiare

SumberNugroho, Rian D (2003 : 159)



Definisi implementasi menurutJenkins dalam Parsons
menjelaskan mengenai studi implementasi yaitu

“Studi implementasi adalah studi perubahan bagaman
perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubdiisa
dimunculkan juga merupakan studi tentang mikrosiuktari
kehidupan politik bagimana organisasi di luar danddlam
sistem politik menjalankan urusan mereka dan bEaksi satu
sama lain, apa motivasi-motivasi mereka bertindgesi itu,
dan apa motivasi lain yang membuat mereka bertirsdaara
berbeda.?®

Implementasi kebijakan merupakan suatu studi Kedijayang
mencirikan proses pelaksanaan kebijakan yang telmbmuskan
sebelumnya. Tidak sedikit kerumitan yang ditemukkatam proses
implementasi, di lapangan masih terdapat intervetwi berbagai
kepentingan.Bardach seorang ahli studi kebijakan menggambarkan
tentang kerumitan dalam proses implementasi tetsgditu:

“Adalah cukup untuk membuat sebuah program danjdéedn

umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebiih lagi

merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogang yan
kedengarannya mengenakkan bagi telinga para pemiohgo
para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih fagdit untuk

melaksanakannya dalam bentuk dan cara yang menmuaska
semua orang termasuk mereka yang dianggap sebigai?’

Dalam derajat lain Metter dan Horn dalam Wahab
mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai
"Merumuskan proses implementasi ialah tindakanatkadh yang

dilakukan baik oleh individu-individu atau pejalpsfabat atau
kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang ltkara

% parsonsOp. Cit Hal 463
27 Agustino.Loc cit Hal 138



pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digamiskalam

keputusan kebijaksanaaff”

Sedangkan menurtdazmanian dan Sabatier dalam Agustino
implementasi kebijakan adalah

"Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasargan deentuk

undang-undang, namun dapat pula berbentuk perpegahtah

atau keputusan-keputusan eksekutif yang pentingkaputusan

badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifizas

masalah yamg ingin diatasi, menyebutkan secaras tegaan

atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai catak u

menstrukturkan atau mengatur proses implementasifiya

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui baimypdementasi
kebijakan menyangkut ( minimal ) tiga hal yaitu) &danya tujuan atau
sasaran kebijakan, (2) adanya aktifitas atau kagigencapain tujuan
dan (3) adanya hasil kegiatan. Berdasarkan uraiasapat disimpulkan
bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu prgeseg dinamis,
dimana pelaksana kebijakan merupakan suatu proseg ginamis
dimana pelaksana kegiatan melakukan suatu kegi&nngga pada
akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesagad tujuan atau
sasaran kebijakan itu sendiri. Sebagaimana yanggkapkan oleh
Udoji dalam Widodo dalam mendefinisikan implementasi jkéain,
yaitu:

"Pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang pentirtkaba

mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan pextan
kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedaruga

% Abdul Solichin Wahab. 200%nalisis Kebijaksanaan (Dari Formulasi Ke Implenssit
Kebijaksanaan NegaraJakarta: Bumi Aksara. Hal 65
29 Agustino.Op. Cit Hal 139



impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalsim kalau

tidak di implementasikar®®

PressmandanWildavsky yaitu menjadikan orang melakukan

apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutaaptaalam sebuah
sistem dan implementasi adalah soal pengembandaralsgrogram

kontrol yang meminimalkan konflik dan deviasi ddtujuan yang

ditetapkan oleh hipotesis kebijak#n.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diutaraéleh

Grindle, yaitu " Pengukuran keberhasilan implementasi tajéat

dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah ge&ss program
sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melibdaaction program

dari individual projectsdan yang kedua apakah tujuan program tersebut
tercapai.®?

Dalam perkembangannya, studi implementasi kebijakan

memiliki dua pendekatan dalam memahaminya yajtu :

1. Pendekatantop down Dalam pendekatantop down,
implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralgan
mulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannyagiambil
dari tingkat pusat. Pendekatamp downbertitik tolak dari
perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (leddain)
yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus
dilaksanakan oleh administrator-administrator diaokrat-

birokrat pada level bawahnya. Jadi inti pendek&b@ndown
adalah sejauhmana tindakan para pelaksana (admiarst

% widodo.Good Governance: Akuntability dan Kontrol BirokraSurabaya: Insan Cendikian hal
191

31 parsonOp. Cit hal 468

%2 Agustino.Op. Cit.Hal 154

% bid. Hal 140-156



dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujaag telah
digariskan oleh para pembuat kebijakan ditingkatpu

2. Pendekatanbottom up. Dalam pendekatanbottom up,
memandang bahwa implementasi kebijakan tidak
dirumuskan oleh lembaga yang tersentralisir dasapuakan
tetapi berpangkal dari keputusan-keputusan yarejagikan
pada level warga atau masyarakat yang merasakalrisen
persoalan dan permasalahan yang dialami oleh nastar
tersebut. Jadi intinya pendekatahottom up adalah
implementasi kebijakan dimana formulasi kebijakamada
ditingkat warga, sehingga mereka dapat lebih meamah
dan mampu menganalisis kebijakan-kebijakan apa yang
cocok dengan sumberdaya yang tersedia di daerasis{@n
sosio-kultur yang mengada agar kebijakan terseiolatk t
kontroproduktif, yang dapat menunjang keberhasilan
kebijakan itu sendiri.

Dari kedua pendekatan tersebut diatas, masing-masamiliki
model-model kerangka kerja dalam membentuk ketenkaantara
kebijakan dan hasil.

1. Model Pendekataiop Down
1.1 Implementasi kebijakan publik mod&an Metter dan Van
Horn (1975) disebut jugs dengax model of the policyModel
pendekatan ini menjelaskan bahwa proses implementas
merupakan abstraki suatu implementasi kebijakang yeada
dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraihrj&ine
implemntasi kebijakan publik yang tinggi yang begaung
dalam hubungan berbagai variabel. Model ini menggdadh
bahwa implementasi kebijakan berjalan secara lirgeiri

keputusan politik/kebijakan publik, implementor d&merja



1.2

kebijakan publik. Ada enam variabel yang memperigaru
kinerja kebijakan publik tersebut, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

2. Sumberdaya

3. Karakteristik agen pelaksana

4. Sikap/kecenderungadigposition)para pelaksana

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaks

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Implementasi kebijakan publik modglazmanian danSabatier
(1983) disebut juga denganFrame for policy implementation.
Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari
implementasi kebijakan publik adalah kemampuanngtand
mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempeniga
tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhansgs
implementasi, variabel -variabel tersebut adalah:

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap puoteli
kesukaran-kesukaran teknis, keberagaman perilakog ya
diatur, presentase totalitas penduduk yang tercalalpm
kelompok sasaran, serta tingkat dan ruang linglarpahan
perilaku yang dikehendaki.

2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi

secara tepat, meliputi: kecermatan dan kejelasajemeangan



tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai, kehandalkori t
kausalitas yang diperlukan, ketetapan alokasi surdbea,
keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantar
lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksataana
aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana
kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang Kerma
dalam undang-undang, serta akses formal pihak-itzak

3. Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempernyg
implementasi, meliputi: kondisi sosial ekonomi deknologi,
dukungan publik, sikap dan sumber-sumber yang timil
kelompok masyarakat serta kesepakatan dan kemampuan

kepemimpinan para pejabat pelaksana.

1.3 Implementasi kebijakan publik modEkdward 11l disebut juga
denganDirect and Indirect Impact on ImplementatioDalam
pendekatan yang diteorikan oleh Edward tBrdapat empat
variabel yang sangat menentukan keberhasilan ingritasikan
suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi, terdapat tiga indikator yang dipakaiitya
tranmisi, kejelasan dan konsistensi,
2. Sumberdaya, terdapat empat indikator yang dipajatu:

staf, informasi, wewenang dan fasilitas,
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3. Disposisis, terdapat dua indikator yang dipakai,tuya
pengangkatan birokrat, dan inisiatif,
4. Struktur birokrasi, terdapat dua indikator yangadtgu, yaitu:

standar operating prosedu(SOP)dan fragmentasi.

Implementasi kebijakan publik modelGrindle (1980).
Pendekatan dikenal dengémplementation as a Political and
administrative ProsesMenurut Grindle ada dua variabel yang
mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Kebsitaa
implementasi suatu kebijakan publik, dapat diukari ghroses
pencapaian hasil akhioytcomé¢ yaitu tercapai atau tidaknya
tujuan yang ingin dicapai dengan melihat pada proserta
pencapaian tujuan kebijakan yaitu pada dampak efeku pada
masyarakat secara individu dan kelompok serta &hgk
perubahan yang terjadi dan penerimaan kelompokrasasa
Keberhasilan suatu implementasi kebijakan jug&wliukan oleh
tingkatimplementabiltykebijakan itu sendiri, yang terdiri atas isi
kebijakan Content of Policy)dan konteks implementasinya
(Context of Policy).
1. Isi kebijakan Content of Policy terdiri dari: kepentingan
yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubgaag
ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksa

program, dan sumberdaya yang digunakan.



2.

Konteks implementasi kebijakgi@ontext of Policy)terdiri
dari: kekuasaan, kepentingan, dan strategi daoragdng
terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang beda, serta

tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

1.5 Implementasi kebijakan publik modéfoogwood dan Gun

(1978). Menurut kedua pakar ini, untuk melakukaplementasi

kebijakan diperlukan beberapa syarat:

1.

2.

No o

Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh
lembaga/badan tidak akan menimbulkan masalah yeseay b
Apakah untuk melaksanakannya tersedia sumberdaya ya
memadai, termasuk sumberdaya waktu.

Apakah keterpaduan sumber-sumber yang diperlukaarbe
benar ada.

Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasa
hubungan kausal yang andal.

Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi.

Apakah hubungan saling ketergantungan kecil.

Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap
tujuan.

Bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkanardal
urutan yang benar.

2. Model PendekataBottom Up

Model pendekatatottom upini disusun olelElmore (1979),

Lipsky (1971),Hjren danO’Porter (1981). Model ini dimulai dari

identifikasi jaringan aktor yang terlibat didalamopes pelayanan dan

menanyakan kepada mereka: tujuan, strategi, adivilan kontak-

kontak yang mereka miliki. Model implementasi kekgn ini

didasarkan kepada jenis kebijakan publik yang mendp



masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasijdkannya
atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namuryahaataran
bawah. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat haastiai dengan
harapan, keinginan publik yang menjadi target dtbennya dan
sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yanganpejaksananya.
Kebijakan model ini diprakarsai oleh masyarakatkbaecara
langsung ataupun melalui lembaga-lembaga nirlalbaakgarakatan
(LSM).3*

Berdasarkan beberapa teori dan model pendekatan
implementasi kebijakan publik yang telah dipaparkéeh beberapa
tokoh di atas, maka peneliti menggunakan teori daadel
pendekatan kebijakan publik yang di ungkapkan of&tindle.
Peneliti memilih model Grindle berdasarkan sub alzl yang
terdapat dalam model pendekatan ini yang mampu awaiy
permasalahan yang terjadi dalam Implementasi Pmogfaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Kecamatan kasem

Berdasarkan model yang di ungkapkan oleh Grindjelagdkan
bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakatikpdiientukan
oleh tingkatimplemtabilitykebijakan itu sendiri yang terdiri dari dua
sub variabel yaitu :

1. Isi Kebijakan ¢ontent of policy terdiri dari beberapa indikator

yaitu:

** |bid. Hal 140-156



a. Interest Affected  (kepentingan-kepentingan yang
mempengaruhi), berkaitan dengan berbagai kepemtiygag
mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikato
berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksay@ag@asti
melibatkan banyak kepentingan dan sejauhmana kagant
kepentingan  tersebut membawa pengaruh terhadap
implementasinya.

b. Type of BenefitTipe manfaat), pada point ini berupaya
menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus p&rda
beberapa jenis manfaat yang menunjukan dampakifpgesig
dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yarkgna
dilaksanakan.

c. Extent of Change Envisioliderajat perubahan yang ingin
dicapai), setiap kebijakan mempunyai target yangdak dan
ingin dijelaskan pada indikator adalah bahwa se¢lzetaesar
perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalatusu
implementasi kebijakan harus mempunyai skala yelag

d. Site of Decision Making(letak pengambilan keputusan)
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan merapuny
peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakaikg pada
bagian ini harus dijelaskan di mana letak penganbil

keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimgieasikan.



e. Program implementefpelaksana program), dalam menjalankan
suatu kebijakan atau program harus didukung dergiamya
pelaksanaan kebijakan yang kompeten dan kapabeli dem
keberhasilan.

f. Resources Commite(sumber-sumber daya yang digunakan)
Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukurgsolenber-
sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannyaaberj
dengan baik.

2. Konteks implementasiny&ntext of Policy, terdiri dari beberapa
indikator yaitu:

a. Power, Interest and Strategi of Actor Involved
(kekuasaan,kepentingan, dan strategi yang terldafm suatu
kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atekuksaan
kepentingan serta strategi yang digunakan oleh glda yang
terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaantusua
implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak dipecdmgkan
dengan matang sangat besar kemungkinan program yang
hendak diimplementasikan tidak berjalan dengan. baik

b. Institution and regime Characteristi¢karakteristik lembaga
dan rezim yang berkuasa), lingkungan dimana sualjakan
tersebut dapat dilaksanakan juga berpengaruh tardap

keberhasilannya. Maka pada bagian ini akan dijalask



karakteristik suatu lembaga yang akan turut mengreing
suatu kebijakan.

c. Compliance and Responsivengsdingkat kepatuhan dan
adanya respon dari pelaksana). Hal lain yang dipssding
dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalatukenm dan
respon dari para pelaksana, maka yang hendak skigglgpada
poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respom dar
pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Setelah
pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi &tmten
dan lingkungan atau konteks yang diterapkan, mkka dapat
diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam bu&m
sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkga,
dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaoig suatu
lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang dilkamap

terjadi.

2.1.5 Kemiskinan

Kemiskinan menurutSalim dalam Soelaeman, kemiskinan
lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapataokumemenuhi
kebutuhan hidup yang pokok. Dikatakan berada di dbavgaris

kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untukemeihi kebutuhan



hidup yang paling pokok seperti pangan, pakaianpt berteduh dan
lain-lain®°

Selanjutnya kemiskinan juga di artikan ol8uparlan dalam
Hartomo menyatakan:

“Suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu gaasuatu

tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segatoorang

dibandingkan dengan standar kehidupan yang umunakier

dalam masyarakat bersangkutan. Standar kehidupanrgadah

ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadaph&ies,

kehidupan moral dan rasa harga diri dari merekag yargolong

sebagai orang miskirt®

Beranjak dari kedua tipe kemiskinan itu, berbagairit telah
dikembangkan dalam upaya untuk memahami aspek-agpel
menentukan terjadinya kemiskinan secara lebih nmanda
Keanekaragaman teori yang telah dikembangkan itnggembarkan
adanya perbedaan sudut pandang diantara pemerhatialah
kemiskinan. Secara umum teori-teori yang menjelaskangapa terjadi
kemiskinan, dapat dibedakan menjadi teori yang dsesb pada
pendekatan ekonomi dan teori yang berbasis paddegatan sosio-
antropologi, khususnya tentang budaya masyarakati Yang berbasis
pada teori ekonomi antara lain melihat kemiskinabagai akibat dari
kesenjangan kepemilikan faktor produksi, kegagakapemilikan,

kebijakan yang bias ke perkotaan, perbedaan ksa$itanber daya

manusia, serta rendahnya pembentukan modal maayaratau

% Soelaemen, Munandar. 200thu Sosial Dasar (Teori dan Konsep ilmu Sosigandung: PT.
Refika Aditama. Hal 228
% Hartomo dan Arnicun Aziz. 200llmu Sosial DasarJakarta: PT. Bumi Aksara. Hal 315



rendahnya perangsang untuk penanaman modal, namaisi dain,
pendekatan sosio—antropologis menekankan adanygampdn budaya
yang cenderung melanggengkan kemiskinan (kemiskinkural).

Sementara ituAzhari menggolongkan kemiskinan ke dalam tiga

macam kemiskinan, yaitu :

1. Kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang timbubagmai
akibat sumber daya yang langka jumlahnya, ataunkare
perkembangan tingkat teknologi yang sangat rendah.
Termasuk di dalamnya adalah kemiskinan akibat jomla
penduduk yang melaju dengan pesat di tengah- tengah
sumber daya alam yang tetap.

2. Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang ditkeroleh
suatu golongan masyarakat karena struktur sosiehsi&ian
rupa, sehingga masyarakat itu tidak dapat menggumak
sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersagiia b
mereka. Kemiskinan struktural ini terjadi karena
kelembagaan yang ada membuat anggota atau kelompok
masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dantdasil
fasilitas secara merata. Dengan perkataan laindkeman ini
tidak ada hubungannya dengan kelangkaan sumber daya
alam.

3. Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang muncakdéna

tuntutan tradisi atau adat yang membebani ekonomi



masyarakat, seperti upacara perkawinan, kematian at
pesta-pesta adat lainnya, termasuk juga dalamnhaikap
mentalitas penduduk yang lamban, malas, konsuretias

kurang berorentasi kemasa depan.

Berdasarkan konsep menurut para ahli diatas dimessals

memberikan kriteria mengenai rumah tangga miskinteHa rumah

tangga miskin diantaranya sebagai berikut:

1.

2.

8.

9.

Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari?gpen
orang.

Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dawah atau
bambu atau kayu murahan.

Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu atinbia
atau kayu berkualitas rendah atau tembok tanalesligp.
Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau berassama
dengan rumah tangga lain.

Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunasitak. li
Sumber air minum berasal dari sumur atau mataidak t
terlindung atau sungai atau air hujan.

Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kalarb
atau arang atau minyak tanah.

Hanya mengkonsumsi daging atau susu, ayam satu kali
dalam seminggu.

Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun

10.Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kalndal

sehari

11.Tidak sanggup membayar biaya penggobatan di pusiesm

atau poliklinik.

12.Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah ipetan

dengan luasa lahan 0,5 Ha, buruh tani,nelayan, hburu
bangunan, buruh perkebunaan, atau pekerjaan lainnya
dengan pendapatan dibawah Rp 600.000, 00,. Per.bula

13.Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalafaktid

sekolah, tidak tamat SD atau hanya SD.

37 Siti Umajah. M. 2007. Tesis dengan judRérbaikan Kampung Komprehensif dan Dampaknya
Terhadap Kesejahteraan Sosial Serta Kemandirianydiagkat Miskin Kampung Kumuh Di Kota
SurabayaUniversitas AirlanggaHal 45.[Diakses 8 Juni 2010]



14.Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudahadliju
dengan nilai minimal Rp 500.000,00 seperti sepedéom
(kredit atau non kredit , emas, ternak, kapal mattau
barang modal lainnya}®
2.1.6Konsep Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
Dalam kamus atau perbendaharaan kata bangsa |maloteask
dikenal kata asuransi yang dikenal adalah istilggmihan” atau
“tanggungan”. Kata asuransi berasal dari bahasagri;wgnsurance
dengan akar kata-sure yang berarti “memastikan”. Dalam konteks
asuransi kesehatan, pengertian asuransi adalah stikenaseseorang
yang menderita sakit akan mendapatkan pelayanandiaotuhkannya
tanpa harus mempertimbangkan keadaan ekonominya phdk yang
menjamin atau menanggung biaya pengobatan atawgtaranya. Pihak
yang menjamin ini dalam bahasa Inggris disebstirer atau dalam UU
asuransi disebutsuradut
Pemahaman tentang asuransi kesehatan di Indonessth m
sangat beragam. Namun di Indonesia pemahaman gersuransi
kesehatan sosial masih sangat rendah karena sajak kita hanya
mendapatkan informasi yang bias tentang asuransehkgan yang
didominasi oleh asuransi kesehatan komersial. §ghjnsetiap kata
sosial, seperti asuransi sosial dan fungsi sasmah sakit hampir selalu
dipahami sebagai pelayanan atau program untuk onamgkin.

Sesungguhnya asuransi sosial bukanlah asuransk anéing miskin.

% Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2010



Fungsi sosial bukanlah fungsi untuk orang miskialaB satu bentuk
asuransi sosial di Indonesia adalah Jaminan Pesnatin Kesehatan
Masyarakat (JPKM).

Dahulu banyak yang menganggap bahwa JPKM bukamrasur
kesehatan, apalagi asuransi kesehatan komersiakerpbangan
selanjutnya menyebutkan JPKM sebagai asuransil dcemiana dijual
umumnya kepada masyarakat miskin di daerah-da®dahal dilihat
dari definisi dan jenis programnya, JPKM jelas bukasuransi
kesehatan sosial. Asuransi kesehatan sos@digl health insurange
adalah suatu mekanisme pendanaan pelayanan kesghatasemakin
banyak digunakan di seluruh dunia karena kehandalatem ini
menjamin kebutuhan kesehatan rakyat suatu nég&alah satu bentuk
JPKM adalah Program Jamkesmas.

Jamkesmas adalah Program bantuan sosial untuk apelay
kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampoagrém ini
diselenggarakan secara nasional agar terjadi sudilsidg dalam rangka
mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh rnagyarakat
miskin. *°

Tujuan Penyelenggaraan Jamkesmas dalam upaya katang

kesehatan masyarakat miskin yaitu sebagai berikut:

% Hasbullah Thanbrany. Sejarah Askes.
http://docs.google.com/satff.ui.ac.id/internal/188%56/material/StrategiPendanaanJaminanKese
hatanindonesia-Bappenas.08.pdf

“? Dinkes Kota Serand®edoman Pelaksanaan Jamkesmas 208Rarta : Departemen Kesehatan
R.1



1. Tujuan umum yaitu meningkatkan akses dan mutu pakay
kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin akak ti
mampu agar tercapai derajat kesehatan yang opsietalra
efektif dan efisien bagi seluruh peserta jamkesmas

2. Tujuan Khusus yaitu:

a) Meningkatkan cakupan masyarakat miskin dan tidak
mampu yang mendapat pelayanan kesehatan di
Puskesmas dan jaringannya dan di Rumah sakit

b) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi
masyarakat miskin

c) Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang tramspar

dan akuntabel.

Adapun sasaran dari program jamkesmas adalah ra&asyar
miskin dan tidak mampu diseluruh Indonesia sejumig)4 juta
jiwa, Tidak termasuk yang sudah mempunyai jaminaekatan lainnya.
Landasan hukum pelaksanaan program jamkesmas adtaapada :

1. Undang-undang dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) babtiap
orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bgrét
tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dantssdréa
berhak memperoleh pelayanaan kesehatan. Pasal 34
mengamanatkan ayat (1) bahwa fakir miskin dan ameaik
yang terlantar dipelihara oleh negara, sedangkat €8)
bahwa negara bertanggung jawab atas penyediartassil
pelayanan kesehatan fasilitas umum yang layak.

2. Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan
(lembaga negara tahun 1992 nomor 100, tambaharatamb
negara nomor 3495).



3. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentamapse
kesehatan (lembaran negara tahun 1996 no 49, tambah
lembaran negara no 3637).

4. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang
pembagian urusan pemerintahan antar pemerintah,
pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahanakaer
kabupaten/kota (lembaran negara tahun 2007 no 82,
tambahan lembaran negara nomor 4737).

5. Peraturan mentri kesehatan nomor 1575/Menkes/H200%
tentang organisasi dan tata kerja departemen kieseha
sebagaimana telah diubah dengan peraturan mesé&h&tan
nomor 1279/Menkes/Per/X11/2007.

Tata laksana kepesertaan program jamkesmas aatarddpat
dilihat sebagai berikut:

1. Peserta jamkesmas adalah orang miskin dan tidakponam
selanjutnya disebut peserta jamkesmas sejumlah jué4
jiwa bersumber dari badan pusat statistik tahuné2@ng
dijadikan dasar penetapan jumlah sasaran pesectrase
nasional oleh mentri kesehatan RI (Menkes)

2. Berdasarkan kuota Kabupaten/Kota, Bupati dan Waliko
telah menetapkan peserta di wilayahnya pada tal@8 2
(nomor, nama dan alamt peserta) dan telah menjaidi d
kepesertaan jamkesmas nasional

3. Gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar,
masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas apet
dijamin dalam jamkesmas dan pada saat mengakses
pelayanan kesehatan mengikuti prosedur yang telah
ditentukan. Selanjutnya PT. Askes (Persero) wajib
menerbitkan surat keabsahan peserta (SKP) dan na¢mbu
pencatatan atas kunjungan pelayanaan kesehatan dari
kelompok tersebut

4. Sasaran peserta program keluarga harapan (PKH) yang
belum menjadi peserta jamkesmas dijamin dalam jamée
dan dapat menggunakan kartu pkh pada saat mengakses
pelayanan kesehatan dengan mengikuti prosedur tgdalg
ditentukan. Selanjutnya PT. Askes (Persero) wajib
menerbitkan surat keabsahan peserta (SKP) dan na¢mbu
pencatatan atas kunjungan pelayanaan kesehatan dari
kelompok tersebut

5. Bila terjadi kehilangan kartu jamkesmas pesertaptetapat
memperoleh pelayanan kesehatan dengan melakukan



pengecekadatabasekepesertaan dan selanjutnya dilaporkan
ke PT. Askes (Persero)

Tata laksana pelayanan kesehatan program jamketapas

dilihat pula sebagai berikut:

1.

Setiap peserta jamkesmas mempunyai hak mendapat
pelayanan kesehatan dasar meliputi pelayanan Kaseha
rawat jalan, rawat inap, pelayanan kesehatan rojulevat
jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutatan
pelayanan gawat darurat.

Pelayanan kesehatan dasar (rawat jalan tingkaarpartian
rawat jalan inap tingkat pertama) diberikan di msskas dan
jaringanya. Khusus untuk persalinan normal dapaa ju
dilayani oleh tenaga kesehatan yang berkompetektgk
dokter dan bidan swasta) dan biayanya diklaimkagh ol
puskesmas setempat.

Pemberian pelayanan kepada peserta oleh pembasiapel
kesehatan harus dilakukan secara efektif dan efedengan
menerapkan prinsip kendali biaya dan kendali mutu.

Prosedur pelayanan program jamkesmas dapat dskaigai

berikut:

1.

2.

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,peserta harus
menunjukkan kartu keabsahan kepesertaannya.

Apabila peserta jamkesmas memerlukan pelayanan
kesehatan rujukan maka yang bersangkutan yangiklikg
fasilitas pelayanan kesehatan rujukan disertait sujakan

dan kartu peserta yang ditunjukkan sejak awal sefbel
mendapatkan pelayanan kesehatan, keeuadirgency

Bila peserta tidak dapat menujukkan kartu pesejeksawal
sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan,maka yang
bersangkutan diberi waktu maksimal 2X24 jam harnijeke
untuk menunjukkan kartu tersebut.Pada kondisi riaste
dimana yang bersangkutan belum mampu menunjukkan
identitas sebagaimana dimaksud diatas maka Direktur
Rumah Sakit dapat menetapkan status miskin atak tid
miskin yang bersangkutan



2.1.7Perbandingan Jaminan Kesehan Negara Maju
Jaminan kesehatan nasional atau yang lebih dikdeaban
istilah Asuransi Kesehatan Nasional (AKN) kini sd&mabanyak
digunakan di dunia. Dibawah ini akan dipaparkan AKINAmerika
Serikat dan Jepang.
1. AKN Amerika Serikat
Amerika Serikat telah lama bergelut untuk mewujudka
sebuah AKN. AS dapat dikatakan mempunyai asuraasehatan
nasional rawat inap untuk penduduk diatas 65 talajm(lansia) yang
disebutMedicare part A Karena AKN di Amerika Serikat hanya
berlaku bagi penduduk lansia, tidak semua pendddukrika yang
berjumlah sekitar 280 juta jiwa memiliki asuransskhatan. Sekitar
50 juta penduduk AS yang berusia di bawah 65 tgbkakitar 25%
penduduk usia produktif) tidak memiliki asuranssé&katan. Karena
AS memang didominisasi oleh asuransi kesehatan fstasthe
AS adalah satu-satunya negara maju yang tidak mampu
memiliki asuransi kesehatan nasional. Di kala2@f6 penduduk AS
tidak memiliki asuransi kesehatan, sedangkan saaingka tersebut
masih berkisar 18%. Dalam masa hampir 40 tahuak $é¢dicare
diluncurkan, AS tidak mampu meningkatkan perluaganduduk
yang dicakup asuransi. Berbagai reformasi sistamaasi kesehatan

yang dilakukan Amerika, misalnya dengan UU porttsl asuransi



dan berbagai UU lain yang bertujuan memperluas pgaakwasuransi
secara parsial, tanpa AKN tidak mampu mancapaigakuniversal.

Inilah salah satu buktharket failuredalam pencapaian cakupan
universal asuransi kesehatan. Sesungguhnya di a8 teusulkan
puluhan model pendanaan dan penyelenggaraan vyamat da
digolongkan menjadi tiga model yaitu (1) kombinkesntribusi wajib
(payroll taxe$ dan anggaran pemerintah seperti model Inggris, (2
perluasan programledicaredengan kontribusi wajib kepada seluruh
penduduk seperti model umum di negara maju lain, (8a bantuan
premi dari pemerintah untuk penduduk miskin daakiichampu.
. AKN di Jepang

Jepang memiliki pola sistem asuransi kesehatan yemgikuti
pola Jerman dengan berbagai modifikasi. Di Jepatitah AKN
(Kokuho, Kokumin Kenko Hokgrdigunakan untuk penyelenggaraan
asuransi kesehatan bagi pekerja mangeif{employed pensiunan
swasta maupun pegawai negeri, dan anggota keluargan
Penyelenggara AKN diserahkan kepada pemerintah aklaer
Sementara asuransi kesehatan bagi pekerja aktskektor formal
diatur dengan UU asuransi sosial kesehatan sesrgiagh.

Jepang telah memulai mengembangkan asuransi sosial
kesehatan sejak tahun 1922 dengan mewajibkan pelergektor
formal untuk mengikuti program asuransi kesehatasiak Akan

tetapi, mewajibkan asuransi kesehatan bagi pekekjwr formal saja



tidak bisa menjamin penduduk di sektor informal danduduk yang
telah memasuki usia pensiun mendapatkan asuraseh&ean. Untuk
memperluas jaminan kesehatan kepada seluruh pendudiversal
coverage) Jepang kemudian memperluas cakupan asuransidtaseh
dengan mengeluarkan UU AKN. Dalam sistem asuraeselkatan di
Jepang, peserta dan anggota keluarganya harus ryenfiia@ya ¢ost
sharing yang besarnya bervariasi antara 20-30% dari biaya
kesehatan di fasilitas kesehatan. Bagian biayahnjang menjadi

pangsa pasar asuransi kesehatan kométsial.

2.2Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran merupakan alur berpikir peneldalam
penelitian, untuk mengetahui bagaimana alur berpgeneliti dalam
menjelaskan permasalahan penelitian maka dibudtedangka berpikir
sebagai berikut :

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitiamdalah
Implementasi program Jamkesmas di Kecamatan Kasesetimgga peneliti
mendeskripsikan implementasi program jamkesmashatslengan apa yang
senyatanya terjadi di lapangan dan peneliti menggakan kondisi rill yang
terjadi di lapangan dengan konsep yang telah darammleh pemerintah.
Sehingga peneliti memproleh banyak data dan infermmengenai apa yang

sebenarnya terjadi dalam pelaksanaan program terseb

“ Ibid.



Ternyata ditemukan hambatan-hambatan diantaranyg géerikan
pemerintah terhadap program jamkesmas, masih banvaiga yang
seharusnya masuk kriteria penerima jamkesmas mabdk terdaftar,
kurangnyaup to datedata penerima jamkesmas dan ketidaksesuaian

pelayanan yang diberika pihak puskesmas kepada anssy
penerima kartu jamkesmas.

Mengimplementasikan  kebijakan memanglah tidak satmud
membalikan tangan. Kerangka berfikir dalam peraglitni seperti apa yang
terungkap dalam implementasi kebijakan berdasarkeari Grindle
implementasi kebijakan publik merupakan suatu pkagun keberhasilan
implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesihgagan mempertanyakan
apakah pelaksana program sesuai yang telah ditantykitu melihat pada
action program dari individualprojecst dan yang kedua apakah tujuan
program tersebut tercapai.

Untuk dapat melihat alur penelitian maka akan dibo@gan alur

berfikir peneliti sebagai berikut:



Gambar 2.3
Kerangka Berfikir

~
—

Sumber : Peneliti 2010




2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan hasil dari refleksi penelittdasarkan kajian
pustaka dan landasan teori yang digunakannya setlagar argumentasi.
Dengan demikian hipotesis menggambarkan keyakinamelpi tentang
jawaban dari masalah yang akan ditelitinya sehinggausan hipotesisnya
secara teknis haruslah memuat satu pernyataarebip@aja dari sejumlah
alternatif.

Menurut Prasetyq hipotesis merupakan proposisi yang akan diuiji
keberlakuannya, atau merupakan suatu jawaban samaeatas pertanyaan
penelitian’> Perumusan Hipotesis berguna untuk (1) memfokuskan
masalah, (2) mengidentifikasikan data-data yangevesl untuk
dikumpulkan, (3) menunjukan bentuk desain penalitirmasuk teknis
analisi yang akan digunakan, (4) menjelaskan gejatsial, (5)
mendapatkan kerangka penyimpulan, (6) merangsamglifi@n lebih
lanjut*®

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka penelipat
menentukan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

“Implementasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat

(Jamkesmas) di Kecamatan Kasemen minimal 65%

42 Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. 2008ode Penelitian Kuantitatifiakarta: PT.
Raja Grafindo Persada. Hal 76

43 Husaini Usman dan Purnomo Setiady. A. 200d&todelogi Penelitian Sosiallakarta: Bumi
Aksara. Hal 38



Implementasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakahkiesmas) di
Kecamatan Kasemen dikatakan berhasil apabila leédar dari 65% atau
hipotesis statistiknya dapat ditulis sebagai beriku

Ho: uo > 65%

Implementasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakahkesmas) di
Kecamatan Kasemen dikatakan kurang berhasil ap&biang dari 65%
atau hipotesis statistiknya dapat ditulis sebagekbt:

Ha: no < 65%



BAB lli

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian sangat erat dengan tipe penelizang digunakan,
karena tiap-tiap tipe dan tujuan penelitian yangledain memiliki
konsekuensi pada pilihan metode penelitian yangti€pna mencapai tujuan
penelitian tersebut. Menurlidisman, metode ialah suatu prosedur atau cara
untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkejkd#dn sistematis.
Sedangkan metodelogi ialah suatu pengkajian dalempelajari peraturan-
peraturan suatu metode. Jadi, mendefinisikan mepedelitian ialah suatu
pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturang ygerdapat dalam
penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metoddlogenelitian merupakan
epistemologi penelitian yaitu yang menyangkut bagaia kita mengadakan
penelitian** Adapun metode yang digunakan peneliti dalam pezelini
adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuahtita

Silalahi menyatakan bahwa penelitian deskriptif kuantitatif
menyajikan tahap yang lebih lanjut dari observasiggmembentuk sejumlah
klasifikasi dan kemudian peneliti melakukan pengakubesar atau distribusi
sifat-sifat diantara anggota kelompok menggunalamik-tehnik statistik

seperti distribusi frekuensi, tendensi sentral digersi*®

* |bid. Hal 42
> Ulber Silalahi. 2009Metode Penelitian SosiaBandung Refika Aditama hal 28
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Sedangkan menuruBuryabrata penelitian deskriptif didefinisikan
sebagai penelitian yang bermaksud untuk membuatapganan (deskripsi)
mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadiarandahrti ini penelitian
deskriptif itu adalah akumulasi data dasar dalam daskriptif semata-mata
tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubuyngeentest hipotesis,
membuat ramalan, atau mendapatkan makna atau asplikvalaupun
penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hatsebut dapat
mencangkup juga metode-metode deskriftif.

Jadi dalam hal ini penelitian deskriptif kuantitgtitu penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandieng disajikan dalam
bentuk angka yang disajikan dalam bentuk data ydaggkakan, bersifat
faktual dan disusun secara sistematis dan akurahelilan deskriptif
kuantitatif dapat pula diartikan sebagai penelit@mg dimaksudkan untuk
memotret fenomena individual, situasi atau kelomparentu yang terjadi
secara kekinian dengan mendeskripsikan seperapgkstiwva atau kondisi

populasi saat ini.

3.2Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur ni@iiabel yang
diteliti dan diukur dari indikator-indikator variab yang diberikan oleh
peneliti. Pada perinsipnya meneliti adalah melakugangukuran terhadap

fenomena sosial maupun alam. Karena melakukan gareyu maka harus

6 Sumadi Suryabrata. 200detodelogi PenelitianJakarta: PT. Raja Grafindo Perdasa. Hal 76



ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelit@asanya dinamakan
instrumen penelitian jadi instrumen penelitian abahlat pengumpulan data,
diantaranya kuesionéf.

Dalam penelitian ini pengukuran yang digunakan gdeheliti untuk
variabel adalah skala pengukuran instrumen skkéatlmaka variabel yang
akan diukur dijabarkan menjadi indikator variab&emudian indikator
tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk memyustem-item instrument
yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. dawatiap item instrumen
yang menggunakan skala likert mempunyai gradasisdagat positif sampai
sangat negatif yang berupa kata-kata seperti:

Tabel 3.1
Skor Tiap Indikator Menurut Likert

Sangat setuju
Setuju
Ragu-ragu
Tidak setuju
Sangat tidak setuju

RINW|~|OT

Berikut indikator dari variabel penelitian mengenaiplementasi
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JamkesmasKedamatan

Kasemen , yaitu:

4" Ronny Kountur. 200dMetode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tekikarta: PPM. Hal
113



Tabel 3.2
Kisi-kisi Instrumen Penelitian

1. Content of policy | 1. Interest Affectegkepentingan{ 1,2, 3
(isi kebijakan) kepentingan yang
mempengaruhi program
jamkesmas)

2. Type Of Benefitftipe manfaat| 4,5, 6
program jamkesmas)

3. Extent Of Changéderajat 7,8,9
perubhan yang ingin dicapai
dari program jamkesmas)

4. Site Of Decisiorfletak 10, 11
pengambilan keputusan dalam
program jamkesmas)

5. Program Implementer 12, 13
(pelaksana program
jamkesmas)
) 6. Resources Commitédumber- 14, 15
Implementasi Program sumber daya yang di gunakah

Jaminan Kesehatan
Masyarakat
(Jamkesmas) Di
Kecamatan Kasemen

dalam program jamkesmas)

2. Context of policy | 1. Power, Interest and Strategi of 16, 17, 18
(konteks kebijkah Actor Involved
(kekuasaan,kepentingan, dan
strategi yang terlibat dalam
melaksanakan program
jamkesmas)

2. Institution and regime 19, 20
Characteristic(karakteristik
lembaga dan rezim yang
berkuasa dalam melaksanakan
program jamkesmas)

3. Compliance and 21,22
Responsivenegsngkat
kepatuhan dan adanya respo
dari pelaksana dalam
melaksanakan program
jamkesmas).

=)




3.2.1Jenis dan Sumber Data
Penelitian mengenai Implementasi Program Jaminaselkaan
(Jamkesmas) di Kecamatan Kasemen, jenis dan surdb&x yang
digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
1. Jenis data

a. Data primer adalah data langsung dari respondealun&Liesioner.

b. Data sekunder adalah data yang tidak langsung aliddeh peneliti,
seperti dokumen-dokumen pendukung data dalam pianghi seperti
Keputusan Menteri Kesehatan mengenai Jamkesmasak/Rrogram
Jamkesmas dan dokumen-dukomen pendukung lainnyag yan
digunakan dalam penyusunan awal penelitian.

2. Sumber data

a. Responden yaitu masyarakat kecamatan kasemen yangermoleh
kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas)unaggng tidak
memperoleh jamkesmas yang dilibatkan secara laggsialam
kegiatan penelitian ini untuk memproleh gambaras ahateri yang
dijadikan objek penelitian.

b. Literatur yaitu data kepustakaan yang memiliki mgan dengan

penelitian yang digunakan peneliti dalam penyusueskripsi teori.

3.2.2Tehnik Pengumpulan Data
Secara teknis dalam penelitian ini menggunakan aeeto

pengmpulan data berupa:



1. Kuesioner
Kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan pgstampertanyaan
yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang-orgagg menjadi
sasaran (responden) kuesioner tersebut.

2. Metode observasi
Metode observasi adalah serangkain pengumpulanydaig dilakukan
secara langsung terhadap subjek atau objek panelitielalui mata,
telinga, dan perasaan dengan melihat fakta-fakiia diari objek yang di
teliti dan mendapat masukan dari pihak-pihak tértmlalam penelitian
ini. Fakta-fakta dan informasi yang diperoleh sacaangsung
dilapangan, yang dapat membantu peneliti dalam meskan masalah
penelitian.

3. Metode wawancara
Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancaetasa langsung
dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksapaagram Jamkesmas
untuk mendapatkan gambaran serta informasi yangfuhkan sebagai
bahan sekunder yang digunakan peneliti dalam meskamu masalah

penelitian.

Dari ketiga instrumen penelitian yang dipergunalemeliti dalam
penelitian ini, metode kuesioner sebagai metodmegrikarena data yang
diperoleh dari kuesioner merupakan data elemeifendpengujian hipotesis

penelitian dengan menggunakan rumusan statistikukuntnengetahui



implementasi program jaminan kesehatan masyarajabkésmas) di
Kecamatan Kasemen.

Sedangkan metode pengumpulan data lainnya tetapareluntuk
dilakukan guna mendapatkan data sekunder yangtulhkan dalam kerangka
penulisan skripsi ini, agar hasil penelitian dapaewujudkan adanya
konseptual yang legitimasi menurut konsep penelitiaktual dan dapat

dipertanggung jawabkan hasilnya.

3.3Populasi dan Sampel

Menurut Kountur , populasi adalah kumpulan menyeluruh dari suatu
objek yang merupakan perhatian peneliti. Objek ltare dapat berupa,
mahluk hidup, benda-benda, sistem dan prosedwrirfena dan lain-laiff

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah madgrayang
menerima program jamkesmas di Kecamatan Kasememariai jumlah
penerima jamkesmas di Kecamatan Kasemen berjum&B44£ orang.
Sample menuruUsman adalah sebagian anggota populasi yang diambil
dengan menggunakan tehnik tertentu yang disebujatetehnik sampling.
Tehnik sampling berguna agar (1) mereduksi anggutpulasi menjadi
anggota sampel yang mewakili populasinyeepfesentatif, sehingga

kesimpulan terhadap populasi dapat dipertanggungljkan, (2) lebih teliti

8 Kountur.Op citHal 137



menghitung yang sedikit dari pada yang banyak, nfi@nghemat waktu,

tenaga dan biay&’

Dengan menggunakan rumuséréjcie danMorgan”. *°

X NP (1-P)
S=
¢ (N-1) + X2 P (1-P)
Ket:
S = Sampel
N = Populasi
X = Koefisien tingkat kepercayaan
P = Perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan
d = Margin of error
Dikeahuit:
N =28.334
X = 1,96 (95%)
P =05
d =0,1 (10%)
Ditanya S ?
Jawab:
X NP (1-P)
S_

_&m®+%P@m

(1,96). 28 334. 0,5 (1-0,5)

(0,1¥ . (28334-1) + (1,98). 0,5 (1-0,5)

3,84 .28334.0,25

0,01.28333 +3,84.0,25

49 Usman. Op. Cit. Hal 44
¥ purwanto Agus E dan Sulistiyawati. 200etode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi
Publik dan Masalah-Masalah Sosidogyakarta : Gava Media Hal: 42



27200,64

283,33 + 0,96
27200,64
284,29

= 95,67 = 96 Sampel

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dengan meaggn rumus
Krejcie dan Morgan dapat diketahui jumlah populssi334 dengan koefisien
tingkat kepercayaan yang digunakan sebesar 95%)(@i#h menggunakan
perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempyang biasanya
digunakan 50:50 maka di dapat 0,5 senargin of error10% (0,1) maka
diperoleh hasil sampel sebanyak 96.

Kemudian tehnik sampling yang digunakan dalam i@l ini
adalah dengan tehnigroportional area random samplinglimana sampel
dalam penelitian ini dihitung berdasarkan ketentlesaran sampel atas
besaran populasi. Dikatakaoroportional area random samplingarena
populasi terdiri dari sub populasi yang tidak hoemgdan tiap-tiap populasi
akan diwakili sesuai dengan proporsinya masing4mgasialam penelitian.
Jadi pada pokoknya yaitu mengambil sampel dari-ttegp sub populasi
dengan memperhitungkan besar kecilnya sub popuasiingga nantinya
jumlah sampel yang akan diambil akan menghasilkampgl yang

representatif°

*1 Sugiyono. 2003Vietode Penelitian Administrashlfa Beta: Bandung. Hal 99



Tabel 3.3
Perhitungan Sampel

Jumlah

No Desa Penerima Perhitungan Hasil Has_ll
Akhir
Jamkesmas

4255

1. Margaluyu 4255 28332 x100% =1502%x%96 | 14,41| 14
2855

2. | Kasunyatan 2855 2833 x100% =1007%%x96 | 9,66 10
2737

3. Kasemen 2737 x100%0 = 966% x 96 9,27 9
2833¢
6785

4, Bantenan 6785 x100% =239% %96 | 22,94 23
2833«
. 1260

5 | Warung jaud 1260 28332 x100% = 444%x%x96 | 4,26 4

6 | Masid 2253 | 22931006 = 795%x96 | 7.63| 8
priyayi 2833¢
2319

7 Bendung 2319 x100% = 818%x96 | 7,85 8
2833¢
1646

8 Terumbu 1646 ———x100% = 581% % 96 5,57 6
2833¢
2194

9 | Sawah luhur 2194 28332 x100%0 = 7,74% %96 7,43 7
2030

10 Kilasah 2030 x100% = 716%x96 | 6,87 7
2833¢

Sumiah | 5=26334 [ 5 -5

Sumber: Data diolah tahun 2010

Berdasarkan perhitungan sampel di atas, maka penengambil
sampel sebanyak 96 sampel yang tersebar diselureéh &edangkan cara
pengambilan sampel tersebut, peneliti menentukarsegara acak dengan

proses manual mengocoknya seperti undian atawnarisa



3.4Tehnik Pengolahan dan Analisa Data
Tehnik pengolahan dan analisis data yang digunakiahah statistik
deskriptif, dimana statistik hanya digunakan untuénganalisis data dengan
cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yelasp terkumpul
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimypahg berlaku
untuk umum atau generalisasi.
Adapun tehnik pengolahan data, akan ditempuh melahgkah-
langkah sebagai berikut:
1. Coding yaitu tahap mengklasifikasikan data berdasarleedori tertentu
2. Editing, yaitu tahap mengoreksi kesalahan yang ada pddaydag harus
dilakukan secara berulang-ulang dan cermat
3. Tabulating, yaitu tahap penyusunan data berdasarkan jenis-jgaia,
serta perhitungan kualitas dan frekuensi data yggagjikan dalam bentuk

table-tabel.

Setelah data itu terkumpul dan diolah melalui tatadqap yang sudah
disebutkan di atas, maka dilakukan analisis dagédarD penelelitian ini, untuk
menganalisa “Implementasi Program Jaminan Kesehdtasyarakat
(Jamkesmas) Di Kecamatan Kasemen”, khususnya datg yihasilkan
melalui kuesioner maka peneliti menggunakan asaksatistik sederhana,
dimana analisis data ini merupakan kegiatan untekguji data yang bersifat

kuantitatif.



3.4.1Uji Validitas

Uji validitas atau yang kita sebut sebagai uji kdsan digunakan
untuk mengetahui seberapa tepat suatu instrumem @t ukur yaitu
kuesioner untuk mampu melakukan fungsinya. Instrupenelitian yang baik
tentu saja instrumen yang valid, sehingga dapatndikan untuk pengukuran
dalam rangka pengumpulan data. Kevalidan instrummemggambarkan
bahwa suatu instrumen benar-benar mampu mengukiabeh yang akan
diukur dalam penelitian serta mampu menunjukkagkth kesesuaian antara
konsep dan hasil pengukuran. Pada penelitian ieneliti melakukan
pengujian validitas instrumen dengan menggunakamusukorelasi product
moment, dengan bantuan piranti lurfatatistic Program For Social Science
(SPSS) versi 13.

Uji validitas dapat dilakukan dengan menghitung ekasi antara
masing-masing pernyataan dengan skor total dengamgganakan rumus

teknik korelasi "product momernit>

- NO XY) - XDY)
JNY X2 - X)?PHNY Y2 -3 V)%

Keterangan :

T = Korelasi Product Moment

X =  Skor pertanyaan

Y =  Skor total seluruh pertanyaan

Xy = Skor pertanyaan dikalikan skor total
N = Jumlah responden

2 Mastri Singarimbun dan Sofian Effendi. 1988etode Penelitian Survailakarta : LP3ES. Hal
137



3.4.2Uji Realiabilitas

Reliabilitas berasal dari kata dalam bahasa ingghs yang berarti
percaya, darnreliable yang artinya dapat dipercaya. Dengan demikian
reliabilitas adalah indeks yang menunjukan sejaaharsuatu alat pengukur
dapat dipercaya atau dapat diandakaRenguijian reliabilitas instrumen
dilakukan dengan internal konsistensi dengan meamggn teknikAlpha
Cronbachyaitu penghitungan yang dilakukan dengan menggitata-rata
interkolerasi di antara butir-butir pertanyaan dalkuesioner, variabel di
katakan reliabel jika nilai alphanya lebih dari®@>3 Dengan dilakukan uiji
reliabilitas maka akan menghasilkan suatau instruryeng benar-benar
tepat atau akurat dan mantap. Apabila koefisieabiitas instumen yang
dihasilkan lebih besar berarti instrumen tersebeinitiki reliabilitas yang
cukup baik. Pengujian Reliabilitas kuesioner dalgmenelitian ini
menggunakan bantuan piranti lun8katistic Program For Social Science
(SPSS) versi 13.

Rumus Alpha Cronbach yang peneliti gunakan untulakog&an uji

reliabilitas adalah sebagai berikut :

n >Si?
r, = 1-
= -2
Keterangan:
n = Jumlah butir
Si? = Variabel butir
St? = Variabel total

>¥bid Hal 140
> Purwanto. 2007Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidik¥ogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal
181



3.4.3Uji t-test

Uji t-test. Karena uji t-test digunakan untuk mendoipotesis
deskriptif satu atau lebih variabel yang datanysbdémtuk interval atau
ratio, oleh karena data dalam penelitian ini betldeninterval maka
digunakan uji t-test sample.

Untuk menganalisa Ithplementasi Program Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas) Di Kecamatan Kasemenaka dalam menguiji
hipotesis deskriptif ini menggunakan uji t-testusampel, dengan rumus

sebagai berikut:

t=x-u0
Vn

Keterangan :
t = Nilai t yang dihitung
X = Nilai rata—rata
MO = Nilai yang dihipotesiskan
S = Simpangan baku sampel
n = Jumlah anggota sampe

3.5 Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kasemeilai bulan
Maret 2010 sampai dengan Agustus 2010. Waktu pemeldilakukan

berdasarkan atas tabel berikut ini:



Tabel 3.4
Waktu Pelaksanaan Penelitian

Pengajuan Judul
Perizinan Dan Observasi
Pengumpulan Data
Pengolahan Data
Seminar

Perbaikan Laporan
Penyusunan Laporan
Bimbingan

Sidang Laporan

Revisi Laporan

Blojo|N|o|o|swiNe




BAB IV

HASIL PENELITIAN

3.1 Deskripsi Objek Penelitian

Kecamatan Kasemen merupakan salah satu kecamatamadSerang
yang termasuk dalam wilayah Provinsi Banten. Ke¢camkasemen memiliki
luas wilayah 66,52 kfn Kecamatan Kasemen merupakan wilayah
pembangunan bagian utara dari Kota Serang. Ibuketaamatan Kasemen
terletak pada jarak £ 9 Km dari ibukota Serang. tBlertopografi wilayah
Kecamatan Kasemen sebagian besar merupakan daderagan ketinggian
rata-rata 500-700 m dari permukaan laut. Secarainggtnasi wilayah
Kecamatan Kasemen terbagi menjadi 64 Dusun, 64 iR\Wkarga (RW), 227
Rukun Tetangga (RT).

Kecamatan Kasemen melintas sebuah sungai yang duksgr dan
terkenal yaitu sungai Cibanten yang bermuara diaKgantu yang ada di
wilayah Kecamatan Kasemen. Kecamatan Kasemen jagiapat cagar
budaya Banten Lama dan cagar alam Pulau Dua. Gagarya Banten Lama
ini merupakan tempat ziarah yang banyak dikunjuign peziarah baik dari
Banten maupun dari luar daerah Banten, serta nizmilyak peninggalan

sejarah di masa kesultanan Banten seperti benteng@varr”

> BPS Kota Serand{ecamatan Kasemen Dalam Angka 2009
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Wilayah Pembangunan Bagian Utara ini diarahkan aenfyngsi
pariwisata cagar budaya dan cagar alam, pelaby®dagangan dan jasa,
perumahan dan berbagai fasilitas umum. Adapun {mai@s wilayahnya

sebagai berikut :

Utara . Laut Jawa

Selatan : Kecamatan Serang

Barat : Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang

Timur : Kecamatan Pontang Kabupaten Serang
Gambar 4.1

Peta Kecamatan Kasemen




1. Gambaran Umum Penduduk Kecamatan Kasemen
a. Wilayah Kecamatan Kasemen secara administrasi ahlagrbagi atas
sepuluh desa yaitu Kasemen, Warung Jaud, MasjidyryiBendung,
Terumbu, Sawah Luhur, Kilasah, Margaluyu, Kasunyatan Banten.
Dengan jumlah penduduk 81.695 jiwa yang terdirii ddr.806 jiwa
laki-laki dan 39.889 jiwa perempuan. Jumlah pen#éutilKecamatan

Kasemen menurut jenis kelamin setiap desa dapatdipada table

berikut:
Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kecamatan Kasemen Tahun 2008
Desa Laki-laki Perempuan Total

1. Kasemen 5.631 5.326 10.957
2. Warung Jaud 3.962 3.663 7.625
3. Mesjid Priyayi 3.718 3.792 7.510
4. Bendung 3.393 3.296 6.689
5. Terumbu 3.920 3.984 7.904
6. Sawah Luhur 5.117 4,747 9.864
7. Kilasah 4.457 3.967 8.424
8. Margaluyu 3.044 2.765 5.809
9. Kasunyatan 3.356 3.317 6.673
10. Banten 5.208 5.032 10.24(

Jumlah 41.806 39.889 81.695

Sumber : Kasemen dalam angka 2009. BPS Kota Serang



b. Keseluruhan penduduk di Kecamatan Kasemen adalahgdrea
Islam. Sebagian besar desa di Kecamatan Kasemeurulsel
penduduknya beragama Islam, tetapi berbeda dengsadaén
penduduk di Desa Kasemen. Meskipun agama Islamaagieagama
mayoritas terdapat agama lainnya seperti Kristen Hiadu. Hal ini
dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Banyaknya Pemeluk Agama
di Kecamatan Kasemen Tahun 2008

NO Desa Islam | Katolik | Protestan | Hindu | Budha | Jumlah

1 | Kasemen 14.927 37 73 2 9 15.048
2 | Warung Jaud 8.143 - - - - 8.143
3 | Mes;jid Priyayi| 6.695 - - - - 6.695
4 | Bendung 6.195 - - - - 6.195
5 | Terumbu 7.795 - - - - 7.79%
6 | Sawah Luhur| 8.739 - - - - 8.739
7 | Kilasah 5.979 - - - - 5.979
8 | Margaluyu 6.005 - - - - 6.005
9 | Kasunyatan 6.574 - 9 - - 6.583
10 | Banten 15.722 - 96 - - 15.818

Total 86.774| 37 178 2 9 | 87.000

Sumber : Kasemen dalam angka 2009. BPS Kota Serang.

c. Sebagian besar penduduk kasemen mendiami daerasgaed dan
mengalami kemiskinan. Berdasarkan data yang digerilecamatan
Kasemen mempunyai total Rumah Tangga Miskin (RTédpdsar di

Kota Serang. Jumlah RTM Kecamatan Serang 4.792lajurRTM



Kecamatan Cipocok Jaya 2.446, jumlah RTM Kecamdtaktakan
1.724, jumlah RTM Kecamatan Curug 2.690, jumlah RWWdlantaka
2.624 dan jumlah RTM Kecamatan Kasemen 6.039 derdmsan
tersebut Kecamatan Kasemen memperoleh kuota juipdsterima
jaminan kesehtan masyrakat (jamkesmas) tertinggkata Serang.
Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kecamatan Kasemapat
dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.3

Daftar Rumah Tangga Miskin
di Kecamatan Kasemen

No Desa Jumlah RTM
1 Bendung 583
2 | Masjid Priyayi 469
3 Terumbu 571
4 | Warung Jaud 364
5 Kasemen 501
6 Banten 1440
7 Sawah Luhur 524
8 Kilasah 483
9 Kasunyatan 501
10 | Margaluyu 603
Jumlah 6.039

Sumber: Dinas Sosial Kota Serang 2010

Berdasarkan data di atas, Kecamatan Kasemen mearupacamatan
miskin di Kota Serang dengan jumlah rumah tanggekimisebanyak
6.039. Rumah tangga miskin di Kecamatan Kasemehnirsabanyak
terpusat di wilayah Desa Banten. Desa Banten mkampBesa yang
menjadi tempat wisata cagar budaya, yaitu Mesjidt®&alLama yang

merupakan tempat wisata religi.



2. Gambaran Umum Bidang Kesehatan

a. Kecamatan Kasemen adalah salah satu kecamatgnnyendapatkan
program jamkesmas. Berdasarkan data yang telah rotBpe
Kecamatan Kasemen mendapatkan kuota penerima jarakes
terbesar di Kota Serang tahun 2010, dengan jundslerpna 28.686
(27%). Pada tahun 2009 penerima program jamkesmidscdmatan
Kasemen berjumlah 28.334. Jumlah penerima progeankgsmas di
Kecamatan Kasemen tahun 2009 dapat dilihat paehebkut:

Tabel 4.4

Jumlah Penerima Program Jamkesmas
di Kecamatan Kasemen Tahun 2009

No Desa Jumlah Penerima
1 Bendung 2.319
2 Terumbu 1.646
3 Sawah Luhur 2.194
4 Masijid Priyayi 2.253
5 Warung Jaud 1.260
6 Kilasah 2.030
7 Margaluyu 4.255
8 Kasunyatan 2.855
9 Kasemen 2.737
10 Banten 6.785
Jumlah 28.334

Sumber : Puskesmas Kilasah dan Puskesmas Kasemen

b. Kecamatan Kasemen memiliki dua puskesmas kesekatanberada
di Kilasah dan di Bantenan. Kesehatan penduduk r{ese pada
umumnya mendrita penyakit diare, disentri, Tb. Phklinis, kusta,

DBD dan lainnya. Tenaga medis di Kecamatan Kasemeliputi



Dokter Umum, Bidan, serta dukun bayi baik yangatér maupun
yang tidak terlatih. Hal ini dapat dilihat padadhberikut:
Tabel 4.5

Jumlah Tenaga Kesehatan
di Kecamatan Kasemen Tahun 2008

Desa B?nklfrrl S%Z'ggis Dgli(;?r Bidan Terl:::un BiZ:(
Terlatih
1. Kasemen - - - 7 10 4
2. Warung Jaud - - - 1 8 -
3. Mes;jid Priyayi - - - 2 8 -
4. Bendung - - - 2 4 2
5. Terumbu - - - 2 8 -
6. Sawah Luhur - - - 2 12 -
7. Kilasah 2 - - 2 7 1
8. Margaluyu - - - 1 6 1
9. Kasunyatan 2 - - 3 4 4
10. Banten - - - 2 5 7
Kasemen 4 - - 24 72 19

Sumber : Kasemen dalam angka 2009. BPS Kota Serang

3.2Pengujian Persyaratan Statistik
3.2.1Uji Validitas
Pada penelitian ini, analisis data yang pertama didkukan

yaitu dengan melakukan uji validitas instrumen. Haldimaksudkan



untuk menjaga ketepatan dan kecermatan suatu &at dalam
melakukan fungsi ukurnya. Uji Validitas digunakantuk mengetahui
sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kevabdita instrumen
menggambarkan bahwa suatu instrumen benar-benapunarengukur
variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitisgrta mampu
menunjukkan tingkat kesesuaian antar konsep dahpesgukuran.

Pada uji validitas ini, peneliti mengambil sampebanyak 32
reponden terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untukngretahui kevalidan
suatu data sebelum data tersebut diolah secardukdsan dan dapat
lebih mengefisienkan waktu dalam pengambilan datanya, apabila
sampel yang 32 didapat valid secara keseluruhama sials sampel dapat
di lanjutkan penyebarannya tetapi apabila ada padgel yang disebar
tersebut instrumennya yang tidak valid maka insémnintersebut dihapus
atau diganti dengan instrument baru sebagai petiggatrument yang
tidak valid, kemudian kuisioner tersebut disebari dawal jika
instrument yang sudah tersebar sebelumnya ada tydailg mewakili
indikator yang ada.

Tetapi pada percobaan penyebaran awal kuisioneyadatidak
valid instrumennya sedangkan masih ada instrunaémtplada indikator
yang sama maka instrument yang tidak valid tersebodpus dan

kemudian sisa kuisioner dapat disebar kembali.



Adapun rumus yang digunakan oleh peneliti adalahgae
menggunakan statistik korelgsioduct momentiengan bantuan SPSS

statistik versi 13.

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Instrumen

I':']Sot Fhiung e KEPUTUSAN
1 0,444 0.164 VALID

2 0.423 0.164 VALID

3 0.585 0.164 VALID

4 0.723 0.164 VALID

5 0.623 0.164 VALID

6 0.713 0.164 VALID

7 0.417 0.164 VALID

8 0.478 0.164 VALID

9 0.519 0.164 VALID
10 20,161 0.164 TIDAK VALID
11 0.334 0.164 VALID
12 0.403 0.164 VALID
13 0.366 0.164 VALID
14 0.040 0.164 TIDAK VALID
15 0.449 0.164 VALID
16 0.554 0.164 VALID
17 0.313 0.164 VALID
18 0531 0.164 VALID
19 0.388 0.164 VALID
20 0.337 0.164 VALID
21 0.313 0.164 VALID
22 0.335 0.164 VALID

Sumber : Data diolah tahun 2010

Adapun kriteria item/butir instrumen yang digunakadalah
dimana jika r hitung > r tabel, berarti item/buiimstrumen bisa

dinyatakan valid, dan jika r hitungr tabel, berarti item/butir instrumen



bisa dinyatakan tidak valid. Berdasarkan tabel tds alapat diketahui
bahwa instrumen nomor 10 dan 14 adalah instrumang yidak valid
dengan dibuktikan dari nilainiging < faver Artinya kedua instrumen

dihilangkan dan tidak perlu diganti karena indikagadah terukur dari

instrumen lainnya.

3.2.2Uji Reliabilitas

Reliabilitas digunakan untuk menjaga kehandalan selbuah
instrumen atau alat ukur, oleh karena itu penetiglakukan uji
reliabilitas instrumen. Dalam pengukuran reliabgit dapat
menggunakan rumus Alpha Cronbach dengan bantua® SBSi 13.
Adapun hasil dari uji reliabilitas yang telah dilddan dalam penelitian
ini adalah nilai Alpha Cronbach sebesar 0,774 .

Untuk mengetahui uji reliabilitas ini kita mengapadaSiegle
yang menggunakan pedomaaliability instrument yaitu sebesar 0.7.
artinya 0,770 > dari 0,7 sehingga instrumen yangi diisa reliabel.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dvéa ini.

Tabel 4.7
Statistik Reliabilitas

Cronbach's
Alpha

770 22

N of Items




3.3 Deskripsi Data
3.3.1ldentitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakaerpea
program jamkesmas di Kecamatan Kasemen. Jumlaripenprogram
jamkesmas di Kecamatan Kasemen berjumlah 28.334. jBampel
adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dikniloleh populasi
tersebut. Perhitungan sampel menggunakan rumusi&r@gn Morgan
dengan koefisien tingkat kepercayaan yang digunadelmesar 95%
(1,96) dan menggunakan perbandingan jumlah pendiakifaki dan
perempuan yang biasanya digunakan 50:50 maka ditdap serta
margin of errorl0% (0,1) maka diperoleh hasil sampel sebanyak 96.

Sedangkan cara pengambilan sampel tersebut, penelit
menentukannya secara acak dengan proses manualu npetzses
pengocokan seperti undian atau arisan. Berdasatddamik manual
tersebut peneliti memperoleh responden perempubangak 64 dan
responden pria sebanyak 32.

Tehnik sampling yang digunakan dalam penelitian adalah
dengan tehnikproportional area random samplingdimana sampel
dalam penelitian ini dihitung berdasarkan ketentb@saran sampel atas
besaran populasi. Pengisian kuesioner, respondemntdi untuk
memberikan identitas diri sebagai penunjang ddentitas diri meliputi
jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pendapat@erhari dan

pekerjaan.



Berdasarkan hasil penyebaraan kuesioner dilapangameliti
memperoleh jumlah responden pria sebanyak 29. iaisebabkan 3
responden pria,1 responden meninggal dunia (regmor®) dan 2
responden berdasarkan data penerima jamkesmaspgaedjti peroleh
tercantum sebagai penerima tetapi ketika prosegepanan berlangsung
2 responden tersebut tidak menerima kartu jamkegmegponden 30
dan responden 40), sehingga peneliti melakukanapéemn responden
terhadap 3 responden pria menjadi responden pesemplal ini dapat
dilihat pada diagram berikut :

Diagram 4.1

Identitas Responden Berdasarkan
Jenis Kelamin

Perempuan Laki-laki

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2010

Berdasarkan diagram di atas maka dapat diketahmilaju
responden sebanyak 96 orang, terdiri dari 29 paa @7 wanita.
Banyaknya identitas responden yang berjenis kelawamita maka

pandangan dari responden pria kurang mewakili dataemberikan



penilaian terhadap Implementasi Program Jaminan elkaan

Masyarakat di Kecamatan Kasemen.

Diagram 4.2
Identitas Responden Berdasarkan
Tingkat Usia
40_
35-
30+
2577 |
2077 |
1517 |
1077 |
517 |
20-30 31-40 41-50 51+

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2010

Berdasarkan diagram 4.2 tersebut di atas, ting&iat nesponden
di Kecamatan Kasemen adalah bervariasi dengaranricigkat usia 20-
30 tahun sebanyak 28 orang dari keseluruhan satmpgiat usia 31-40
tahun sebanyak 37 orang dari keseluruhan sampegkat usia 41-50
tahun sebanyak 24 orang dari keseluruhan sampelsianresponden

lebih dari 51 tahun sebanyak 7 orang dari keseams#ampel.



Diagram 4.3
Identitas Responden Berdasarkan
Tingkat Pendidikan

60

50

401

30

201

107

Tdk SD SMP SMA D3 S1
Sekolah

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2010.

Berdasarkan data diagram 4.3 di atas, maka ddpettdahwa
responden memiliki latar belakang pendidikan teirakiang berbeda.
Penjabarannya adalah sebagai berikut 2 orang réspotiengan latar
belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)yd®y berlatar
belakang pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pert€&SMP), 58
yang berlatar belakang pendidikan Sekolah Dasar) (8Bn 24
responden yang tidak bersekolah. Berdasarkan dedabiut demikian
dapat diketahui bahwa salah satu faktor penyebamiskean
masyarakat sehingga berdampak pada tingkat keselyatay masih

rendah di Kecamatan Kasemen adalah tingkat peraidikasyarakat



yang rendah, dan hal ini merupakan salah saturfgtoy menyebabkan
mereka masuk dalam kriteria masyarakat miskin dakerang.
Diagram 4.4

Identitas Responden Berdasarkan
Tingkat Pendapatan Perhari

60-

501

4017 |

307 |

201 |

10¢”

<20rb 21rb-50rb 51rb-100rb >100rb Tdk Berpenghasilan

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2010

Berdasarkan diagram di atas, maka dapat diketahgkat
pendapatan masyarakat miskin di Kecamatan Kasedsaha51 orang
dengan tingkat penghasilan dibawah Rp. 20.000/R&riprang dengan
tingkat penghasilan Rp. 21.000 — Rp. 50.000/haripr&hg dengan
tingkat penghasilan Rp. 51.000 — Rp.100.000/hariprdng dengan
tingkat penghasilan di atas Rp. 101.000/hari dana@g tidak memiliki
penghasilan. Faktor lain yang menjadi penyebab $l@man masyarakat
di Kecamatan Kasemen adalah tingkat pendapatan amsksy yang

rendah, sementara kebutuhan hidup mereka menind&at harga



kebutuhan pokok semakin mahal. Sehingga denganapatah mereka
yang kecil, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhdophmereka
serta tidak mampu untuk membiayai kesehatannya.

Diagram 4.5

Identitas Responden Berdasarkan
Jenis Pekerjaan

351
301
257
2017
151
1017

Buruh pedagang Lain-lain Tidak
Tani Bekerja

Sumber : Hasil penelitian lapangan tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel 4.5 di atas, terldfat/a responden
memiliki pekerjaan yang berbeda. Adapun yang mé&mpiekerjaan
sebagai buruh tani sebanyak 27 orang dari jumdathpsl yang ada,
yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang sebanyalorang dari
jumlah sampel yang ada, yang memiliki pekerjaam-lain sebanyak 40
orang dari jumlah sampel yang ada, yang tidak nienplekerjaan
sebanyak 8 orang. Identitas responden dengan pakdgin-lain terdiri

atas pekerjaan sebagai nelayan, pekerja pangloagu)k pekerja



rongsokan (pengumpul barang bekas), pekerja benpidetrja bata dan

lain-lainnya.

3.3.2Analisis Data
Analisi data merupakan proses yang dilakukan pierdgingan
mendeskripsikan data dari hasil penyebaran kuesiokepada
masyarakat miskin penerima program jamkesmas diafdatan
Kasemen. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tanggapnereka
mengenai bagaiamana implementasi program jamkedirkascamatan
Kasemen. Adapun lebih lengkapnya peneliti mengaraiga dalam
bentuk diagram disertai pemaparan dan kesimpulasil l@vaban
berdasarkan pertanyaan-pertanyan yang telah pendiin sebelumnya
yang dituangkan dalam bentuk kuesioner. Kuesioeesebut peneliti
ajukan kepada para 96 responden dalam penelitig/akni masyarakat
penerima program jamkesmas di Kecamatan Kasemeg yaiah

ditentukan peneliti sebelumnya.



Diagram 4.6
Program Jamkesmas untuk Meningkatkan Derajat Kesehtan
Masyarakat Miskin

80
70
60
50
40
30
201
101

01 Pl

SS S RG TS STS

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2010. (PertanyaaNo. 1)

Berdasarkan diagram di atas memberikan gambaranaataban
responden, dimana responden yang menjawab sanggi 2eorang,
yang menjawab setuju sebanyak 77 orang, menjavgabremu 4 orang,
menjawab tidak setuju sebanyak 13 orang dan tidkk raasyarakat
yang menjawab sangat tidak setuju dari keselursharpel.

Responden menjawab sangat setuju 2 orang dan rasyori
responden menjawab setuju sebanyak 77 orang. Hahemunjukan
bahwa masyarakat miskin memahami bahwa dengan adamogram
jamkesmas dapat meningkatkan derajat kesehatanaraé&ay miskin.
Program jamkesmas merupakan program pemerintah yaggang

diperuntukan untuk masyarakat miskin, dimana haletaut diupayakan



mampu meningkatkan indeks kesehatan masyarakatinmiskcara
khusus dan masyarakat Indonesia secara umum.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tiktkju
sebanyak 13 orang, dikarenakan program jamkesntek tsecara
signifikan meningkatkan kesehatan masyarakat misk@sponden yang
menyatakan ragu-ragu sebanyak 4 orang, dikarenakasyarakat
beranggapan dengan adanya program jamkesmas ticalyakd
meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi dilalmakp adanya
program jamkesmas mampu membantu masyarakat njiiskisewaktu-
waktu diperlukan, misalnya seperti disaat diseemyakit.

Diagram 4.7

Program Jamkesmas Untuk Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat Miskin

701

601

507

407

30

20

101

SS S RG TS STS

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2010. (PertanyaaNo. 2)



Berdasarkan diagram di atas memberikan gambararnaataban
responden, dimana responden yang menjawab sanggi 4eorang,
yang menjawab setuju sebanyak 67 orang, tidak eslponden yang
menjawab ragu-ragu, responden yang menjawab tielussebanyak
28 orang dan tidak ada responden yang menjawalaistaak setuju.

Responden menjawab sangat setuju 1 orang dan rw@syori
responden menjawab setuju sebanyak 67 orang. Hahémunjukan
adanya program jamkesmas dapat meningkatkan dekagghatan
masyarakat miskin, dimana hal tersebut dapat bgydRmpada
peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin kgrkaamasyarakat
memiliki kesehatan yang baik maka akan sangat mudalakukan
aktifitas, misalnya seperti bekerja untuk memenkébutuhan hidup
keluarga.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tiktkju
sebanyak 28 orang, program jamkesmas tidak seanidikan mampu
meningkatkan kesejateraan masyarakat miskin dik&sen masyarakat
beranggapan bahwa dengan adanya program jamkesmga mampu
membatu masyarakat miskin untuk berobat kesehatga Bukan
membantu dalam hal kesejahteraan seperti perekanomasyarakat

miskin.



Diagram 4.8
Program Jamkesmas Untuk Mengurangi Beban Biaya
Masyarakat Miskin Di Bidang Kesehatan

90
801
701
60
50
401
30
20
101

SS S RG TS STS

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2010. (PertanyaaNo. 3)

Berdasarkan diagram di atas memberikan gambararnaataban
responden, dimana responden yang menjawab sanggi 2eorang,
yang menjawab setuju sebanyak 82 orang, menjavgabresyu 1 orang,
menjawab tidak setuju sebanyak 11 orang dan tidakr@sponden yang
menjawab sangat tidak setuju.

Responden menjawab sangat setuju 2 orang dan r@syori
responden menjawab setuju sebanyak 82 orang. Hahémunjukan
dengan adanya program jamkesmas dapat membantanaeatymiskin
dalam hal biaya. Program jamkesmas dapat membamisyarakat

miskin untuk mengurangi beban ekonomi masyarakaenka disaat



berobat di puskesmas maupun rumah sakit milik pietadr tidak
dikenakan biaya.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tiktkju
sebanyak 11 orang. Hal ini disebabkan karena aderéyga masyarakat
yang tetap mengeluarkan biaya untuk berobat di gqmmsks,
penyebabnya antara lain karena masyarakat peneipnogram
jamkesmas mendapatkan perlakuan berbeda dengaranalesy yang
tidak mendapatkan program jamkesmas seperti lamapy@ses
penanganan ketika berobat di Puskesmas sehingggiaelbmasyarakat
beranggapan lebih baik mengelurakan biaya agar abfagani oleh
pihak Puskesma daripada harus menunggu lama unardapatkan
pengobatan.

Diagram 4.9

Program Jamkesmas Untuk Kemudahan Pelayanan Kesehat
Masyarakat Miskin

707
60
50+
40
301
207
10+

PR > B

SS S RG TS STS

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2010. (PertanyaaNo. 4)



Berdasarkan diagram di atas memberikan gambararnaataban
responden, dimana responden yang menjawab sanggi 4eorang,
yang menjawab setuju sebanyak 62 orang, menjavgabresyu 3 orang,
menjawab tidak setuju sebanyak 27 orang dan regpogdng sangat
tidak setuju menjawab 3 orang.

Responden menjawab sangat setuju 1 orang dan r@syori
responden menjawab setuju sebanyak 62 orang. Hahémunjukan
dengan adanya program jamkesmas dapat memudahkayanateat
miskin dalam pelayanan kesehatan. Hal tersebutretikkan program
jamkesmas dapat mempermudah masyarakat miskin pethda hak
dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang dibgyémerintah baik
di Puskesmas maupun Rumah Sakit milik pemerintah.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab saindgk
setuju 3 orang dan yang menjawab tidak setuju sela®7 orang. Hal
ini disebabkan karena ada beberapa masyarakat gargnggapan
program jamkesmas tidak banyak membantu dalam hegeroleh
pelayanan kesehatan di Puskesmas maupun Rumah peakérintah.
Hal ini dikarenakan pihak puskesmas bersikap kureargah dalam
melayani masyarakat yang memakai kartu jamkesmas sdéitnya
proses administrasi untuk membuat persyaratakanjiye Rumah Sakit
pemerintah yang dirasakan masyarakat sangat keloleétidan kurang

dipahami oleh masyarakat.



Responden yang menjawab ragu-ragu 3 orang hahasyarakat
beranggapan bahwa pelayanan yang diperoleh masyaratkadang
dirasa sulit ketika harus mendapatkan rujukan dim&u Sakit
pemerintah dan terkadang dirasa mudah ketika matidap pelayanan
kesehatan di Puskesmas.

Diagram 4.10
Program Jamkesmas Untuk Meningkatkan
Kesehatan Masyarakat Miskin

801
707
601
501
401
301
201
101

SS S RG TS STS

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2010. (PertanyaaNo. 5)

Berdasarkan diagram di atas memberikan gambararnaataban
responden, dimana responden yang menjawab sanggu 4eorang,
yang menjawab setuju sebanyak 78 orang, menjavgabresu 3 orang,
menjawab tidak setuju sebanyak 14 orang dan tidakr@sponden yang
menjawab sangat tidak setuju.

Responden menjawab sangat setuju 1 orang dan r@syori
responden menjawab setuju sebanyak 78 orang. Hahémunjukan

bahwa masyarakat setuju adanya program jamkesrpas m@&mberikan



manfaat berupa peningkatkan kesehatan masyaralsiinmiDengan
adannya program jamkesmas memberikan manfaat kepadgarakat
untuk meningkatkan kesehatan dan sangat membarstyarazat dalam
hal kesehatan.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tiktkju
sebanyak 14 orang. Hal ini disebabkan karena aderéyga masyarakat
yang beranggapan program jamkesmas tidak membaemleafaat yang
berarti dalam meningkatkan kesehatan. Respondanrganjawab ragu-
ragu 3 orang. Masyarakat beranggapan bahwa prggrakesmas tidak
banyak meningkatkan kesehatan masyarakat, teti@m giihak adanya
program jamkesmas mampu membantu masyarakat miskin.

Diagram 4.11

Program Jamkesmas Membantu Masyarakat Miskin Dalam
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
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Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2010. (PertanyaaNo. 6)



Berdasarkan diagram di atas memberikan gambararnaataban
responden, dimana responden yang menjawab sanggi $eorang,
yang menjawab setuju sebanyak 58 orang, menjavgabremu 6 orang,
menjawab tidak setuju sebanyak 26 orang dan tidakr@sponden yang
menjawab sangat tidak setuju.

Responden menjawab sangat setuju 6 orang dan r@syori
responden menjawab setuju sebanyak 58 orang. Hahémunjukan
bahwa masyarakat setuju adanya program jamkesmagsat da
memberikan manfaat kepada masyarakat miskin unteknperoleh
pelayaan kesehatan. Hal ini memberikan gambaranvabgbrogram
jamkesmas merupakan program yang disediakan pdateriantuk
membantu masyarakat miskin memperoleh pelayanah&tm.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tiktkju
sebanyak 26 orang. Hal ini disebabkan karena aderéyga masyarakat
yang beranggapan program jamkesmas tidak membenkanfaat
kepada masyarakat miskin untuk memperoleh pelaykesehatan.

Responden yang menjawab ragu-ragu 6 orang, masyarak
beranggapan bahwa program jamkesmas tidak banyakbamtu
masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan masyaetkpi dilain
pihak adanya program jamkesmas mampu membantu rakayaniskin

dalam memperoleh pelayanan kesehatan jika sewadttuwdibutuhkan.



Diagram 4.12
Program Jamkesmas Berdampak Pada Peningkatan Kesetam
Masyarakat Miskin
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Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2010. (PertanyaaNo. 7)

Berdasarkan diagram di atas memberikan gambararnaataban
responden, dimana responden yang menjawab sanggi 4eorang,
yang menjawab setuju sebanyak 80 orang, menjavgabresyu 3 orang,
menjawab tidak setuju sebanyak 12 orang dan tidakr@sponden yang
menjawab sangat tidak setuju.

Responden menjawab sangat setuju 1 orang dan r@syori
responden menjawab setuju sebanyak 80 orang. Hahémunjukan
bahwa masyarakat setuju adanya program jamkesrpas m@&mberikan
perubahan pada peningkatan kesehatan bagi masyareskan, dengan
adanya program jamkesmas masyarakat lebih mudahdapatkan

pelayanaan kesehatan sehingga secara langsungykegtam kesehatan



pun meningkat. Program Jamkesmas mampu membantlbeni&an
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sehingganpu
meningkatkan kesehatan masyarakat miskin.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tiktkju
sebanyak 12 orang. Hal ini disebabkan karena aderéyga masyarakat
yang beranggapan program jamkesmas tidak membepkambahan
pada peningkatan kesehatan kepada masyarakat mdikerenakan
masyarakat beranggapan program jamkesmas tidalakangmberikan
dampak peningkatan pada kesehatan masyarakat miskin

Responden yang menjawab ragu-ragu 3 orang, masyarak
mempunyai keraguan terhadap program jamkesmas fapadcgram
jamkesmas ini dapat memberikan perubahan padagiatan kesehatan
terhadap masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwogram
jamkesmas tidak banyak memberikan perubahan padagbatan

kesehatan masyarakat, tetapi terkadang dibutuhksakul tertentu.



Diagram 4.13
Program Jamkesmas Dapat Meningkatkan Umur Harapan
Hidup Masyarakat Miskin
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Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2010. (PertanyaaNo.8)

Berdasarkan diagram di atas memberikan gambaranaataban
responden, dimana responden yang menjawab sanggi 4eorang,
yang menjawab setuju sebanyak 55 orang, menjavgabremu 9 orang,
menjawab tidak setuju sebanyak 31 orang dan tidak-@sponden yang
menjawab sangat tidak setuju.

Responden menjawab sangat setuju 1 orang dan rasyori
responden menjawab setuju sebanyak 55 orang. Hahemunjukan
bahwa masyarakat setuju adanya program jamkesmas m@&mberikan
perubahan pada peningkatan umur harapan hidup tagyarakat

miskin. Dengan adanya program jamkesmas membansyarakat



dalam hal kesehatan, karena jika masyarakat highpatsmaka akan
berdampak pada peningkatan umur harapan hidup na&syaniskin.
Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tiktkju
sebanyak 31 orang. Hal ini disebabkan karena aderéyga masyarakat
yang beranggapan program jamkesmas tidak membepkambahan
pada peningkatan umur harapan hidup kepada masyanadkin.
Responden yang menjawab ragu-ragu 9 orang. Hatapat
diartikan bahwa masyarakat mempunyai keraguan daghgrogram
jamkesmas apakah program jamkesmas ini dapat mikabgerubahan
pada peningkatan umur harapan kesehatan terhadgjaragat miskin.
Diagram 4.14

Program Jamkesmas Mampu Meningkatan Ekonomi
Masyarakat Miskin
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Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2010. (PertanyaaNo. 9)



Berdasarkan diagram di atas tidak ada respondemnya@njawab
sangat setuju, yang menjawab setuju sebanyak 1133.0raenjawab
ragu-ragu 4 orang, menjawab tidak setuju sebanga&rdang dan yang
menjawab sangat tidak setuju 5 orang.

Responden menjawab sangat tidak setuju 5 orangndgoritas
responden menjawab tidak setuju sebanyak 76 oraal. ini
menunjukan bahwa masyarakat tidak setuju, dengarrogrgm
jamkesmas mampu meningkatkan ekonomi masyarakatkimmis
Dikarenakan dengan adanya program jamkesmas tigakpengaruhi
secara langsung terhadap peningkatan ekonomi naksyamiskin.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab ssafjanyak
13 orang. Hal ini disebabkan karena ada beberapsyarakat yang
beranggapan program jamkesmas mampu memberikabgben pada
peningkatan ekonomi masyarakat miskin. Dikarengjidean kesehatan
masyarakat baik, maka akan berpengaruh pada pewarglekonomi
masyarkat.

Responden yang menjawab ragu-ragu 2 orang. Hatapat
diartikan bahwa masyarakat beranggapan progrankegmas tidak
memberikan pengaruh secara langsung terhadap pgatamgekonomi
masyarakat, tetapi disatu sisi kesehatan merupbhihmenting untuk

menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.



Diagram 4.15
Puskesmas Memiliki Hak Dalam Pendataan Masyarakat
Penerima Program Jamkesmas
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Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2010. (PertanyaaNo. 10)

Berdasarkan diagram di atas memberikan gambaranaataban
responden, dimana responden yang menjawab sanggi 4eorang,
yang menjawab setuju sebanyak 53 orang, menjavgabremu 4 orang,
menjawab tidak setuju sebanyak 38 orang dan tidakr@sponden yang
menjawab sangat tidak setuju.

Responden menjawab sangat setuju 1 orang dan r@syori
responden menjawab setuju sebanyak 53 orang. Haheémunjukan
bahwa masyarakat setuju bahwa puskesmas memiliki delam
melakukan pendataan kepada masyarakat penerimaprggmkesmas.

Umumnya masyarakat beranggapan bahwa yang melalpéwataan



kepada penerima program jamkesmas dilakukan oledterkdeader
posyandu yang merupakan petugas pembantu puskdssetap desa.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tiktkju
sebanyak 38 orang. Hal ini disebabkan karena aderéyga masyarakat
tidak mengetahui bahwa kader di desanya merupadiaggs pembantu
puskesmas yang membantu untuk melakukan pendatagad
penerima masyarakat penerima program jamkesmas.

Responden yang menjawab ragu-ragu 4 orang. Hatapat
diartikan bahwa masyarakat mempunyai keraguandeghpetugas yang
melakukan pendataan terhadap penerima program gnase Ada
beberapa masyarakat yang ragu terhadap petugas mahakukan
pendataan, petugas tersebut merupakan petugasaheiur(RT) atau
kader puskesmas.

Diagram 4.16

Semua Pelaksana Program Jamkesmas Di Kecamatan Kasen
Sudah Memahami Kebijakan Jamkesmas
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Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2010. (PertanyaaNo. 11)



Berdasarkan diagram di atas, tidak ada respondemg ya
menjawab sangat setuju, yang menjawab setuju sakaBy orang,
menjawab ragu-ragu 10 orang, menjawab tidak setlpanyak 49 orang
dan tidak ada responden yang menjawab sangatdetaju.

Mayoritas responden menjawab tidak setuju sebaA@asrang.
Hal ini menunjukan bahwa masyarakat tidak setujliwaa semua
pelaksana program jamkesmas di Kecamatan Kasemdah stemahami
kebijakan jamkesmas. Hal ini disebabkan pelaksapgram jamkesmas
tidak banyak memberikan informasi mengenai progeankesmas.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab ssafjanyak
37 orang. Hal ini disebabkan karena ada beberapsyarakat yang
beranggapan petugas pelaksana program jamkesmals sw&mahami
kebijakan jamkesmas. Responden yang menjawabreaguiO orang.
Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat mempukgeaguan terhadap
petugas pelaksana program jamkesmas sudah palam batum

mengenai kebijakan program jamkesmas di Kecamataenidien.



Diagram 4.17
Semua Pelaksana Program Jamkesmas Memiliki KemampueDi
Bidang Kesehatan
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Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2010. (PertanyaaNo. 12)

Berdasarkan diagram di atas, tidak ada respondemg ya
menjawab sangat setuju, yang menjawab setuju sakaBy orang,
menjawab ragu-ragu 33 orang, menjawab tidak seehanyak 36 orang
dan tidak ada responden yang menjawab sangatdedaju.

Mayoritas responden Responden yang menjawab telalkus36
orang. Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakataktisetuju bahwa
petugas pelaksana program kesehatan tidak menikEnampuan
dibidang kesehatan.

Ragu-ragu sebanyak 33 orang. Hal ini menunjukanwhah
masyarakat tidak mengetahui secara jelas, petuglaksana program
jamkesmas memiliki kemampuan dibidang kesehatan!| Ha

dikarenakan karena masyarakat tidak menanyakartidiak mau tahu



para petugas pelaksana program jamkesmas. Masy&iakga sekedar
berobat saja tanpa mengetahui latar belakang pkadidbelaksana
program jamkesmas.

Terdapat responden yang menjawab setuju sebanyaita®?ig.
Hal ini disebabkan karena ada beberapa masyarakat lyeranggapan
petugas pelaksana program jamkesmas memiliki kemamplibidang
kesehatan, masyarakat mengetahui petugas pelakgaogram
jamkesmas memiliki kemampuan dibidang kesehatarersepidan,
dokter dan lain-lain.

Diagram 4.18

Alat-Alat Kesehatan Yang Digunakan Di Puskesmas Dagi
Menunjang Program Jamkesmas

50+

40-

301

20+

107

SS S RG TS STS

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2010. (PertanyaaNo. 13)



Berdasarkan diagram di atas, tidak ada respondemg ya
menjawab sangat setuju, yang menjawab setuju saka#§ orang,
menjawab ragu-ragu 6 orang, menjawab tidak setlarsyak 50 orang
dan tidak ada responden yang menjawab sangatdetaju.

Mayoritas responden yang menjawab tidak setujurgetia50
orang. Menunjukan bahwa masyarakat tidak setuju-addd yang
digunakan di puskesmas dapat menunjang programegmds. Hal ini
dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa alakedsthatan yang
digunakan di Puskesmas kurang lengkap dan kurantaoes.

Terdapat responden menjawab setuju sebanyak 4§.dtah ini
menunjukan bahwa masyarakat setuju bahwa alakakxhatan yang
digunakan di Puskesmas dapat menunjang program egnds.
Masyarakat beranggapan alat-alat kesehatan di Smuske sudah
lengkap dan sudah terdapat puskesmas yang melayeat inap seperti
pada puskesmas kilasah. Responden yang menjawaivagg 6 orang.
Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat tidak ge¢ahui alat-alat
kesehatan yang digunakan di Pusekesamas lengkap tatak.
Maksyarakat hanya sekedar berobat saja, dan haiberi dobat

secukupnya.



Diagram 4.19
Sosialisasi Program Jamkesmas Kepada Masyarakat Mig Di
Kecamatan Kasemen Sudah Berjalan Baik
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Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2010. (PertanyaaNo. 14)

Berdasarkan diagram di atas memberikan gambararnaataban
responden, dimana responden yang menjawab sanggi 4eorang,
yang menjawab setuju sebanyak 15 orang, tidak eslponden yang
menjawab ragu-ragu, menjawab tidak setuju sebam@lorang dan
responden yang menjawab sangat tidak setuju 2 orang

Responden menjawab sangat tidak setuju 2 orangndgoritas
responden menjawab  tidak setuju sebanyak 78 or&ta. ini
menunjukan bahwa masyarakat tidak banyak mengetédniang
program jamkesmas serta tidak mengetahui bagaianprosedur
penggunaan kartu jamkesmas. Selain itu masyaraket {dak

mengatahui secara jelas mengenai program jamkesmas.



Terdapat responden yang menjawab sangat setujarnl atan
setuju sebanyak 15 orang. Hal ini disebabkan, laplaemasyarakat yang
hanya sekedar mengetahui tujuan program jamkedpahsya program
jamkesmas merupakan program untuk membantu masyanaiskin

mendapatkan pelayanan kesehatan karena bebas biaya.

Diagram 4.20
Semua Masyarakat Yang Berhak Sudah Mendapatkan Pragm
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Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2010. (PertanyaaNo. 15)

Berdasarkan diagram di atas, tidak ada respondemgy ya
menjawab sangat setuju, yang menjawab setuju sakaBy orang,
menjawab ragu-ragu 5 orang, menjawab tidak setbharsyak 66 orang
dan responden yang menjawab sangat tidak setjang).

Responden menjawab sangat tidak setuju 2 orangndgoritas
responden menjawab tidak setuju sebanyak 66 orafa). ini
menunjukan bahwa masyarakat tidak setuju bahwa asemasyarakat

yang berhak sudah mendapatkan program jamkesnasinHdapat



diartikan bahwa program jamkesmas di Kecamatanrdesdidak tepat
sasaran, masih ada masyarakat yang berhak menaapptlhgram
jamkesmas belum mendapatkan program jamkesmas.
Terdapat responden yang menjawab setuju sebanyaita?ig).
Hal ini disebabkan karena ada masyarakat yang dgapan bahwa
masyarakat penerima program jamkesmas sudah sbsugan kriteria
yang ditetapkan oleh pemerintah. Responden yamgamab ragu-ragu
5 orang. Hal ini dapat diartikan bahwa masyaraldgkt mengetahui
secara pasti siapa saja yang mendapatkan prognakegaas.
Diagram 4.21

Dinas Kesehatan Bertanggung Jawab Terhadap Program
Jamkesmas Di Kecamatan Kasemen
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Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2010. (PertanyaaNo. 16)

Berdasarkan diagram di atas, tidak ada respondemg ya

menjawab sangat setuju, yang menjawab setuju sakdr3/orang, tidak



ada responden yang menjawab ragu-ragu, menjawak tstuju
sebanyak 78 orang dan responden yang menjawabtdadak setuju 5
orang.

Responden menjawab sangat tidak setuju 5 orangndgoritas
responden menjawab tidak setuju sebanyak 78 oraial. ini
menunjukan bahwa masyarakat tidak setuju bahwa sDi@sehatan
bertanggung jawab terhadap program jamkesmas diarkK&i@an
Kasemen. Hal ini dikarenakan masyarakat penerimgram jamkesmas
tidak melakukan hubungan secara langsung dengaasXesehatan,
masyarakat lebih sering melakiukan kontak denghakpPuskesmas.

Terdapat responden yang menjawab setuju sebanyaitah).
Hal ini disebabkan karena ada masyarakat yang nemgeprosedur
jamkesmas, misalnya ketika harus melakukan rujlk@aRumah Sakit
pemerintah. Masyarakat yang dirujuk ke Rumah Sadiberintah harus

mendapatkan surat keterangan dari Dinas Kesehatan.



Diagram 4.22
Kepala Puskesmas Ikut Berperan Dalam Pelaksanaan Bgram
Jamkesmas
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Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2010. (PertanyaaNo. 17)

Berdasarkan diagram di atas, tidak ada respondemgy ya
menjawab sangat setuju, yang menjawab setuju sakab9 orang,
menjawab ragu-ragu 6 orang, menjawab tidak setbharsyak 67 orang
dan responden yang menjawab sangat tidak setujang.

Responden menjawab sangat tidak setuju 4 orangndgoritas
responden menjawab tidak setuju sebanyak 67 orafa). ini
menunjukan bahwa masyarakat tidak setuju bahwa |[Kdpaskesmas
bertanggung jawab terhadap program jamkesmas diarKa@an
Kasemen. Hal ini dikarenakan masyarakat penerimogram jamkesmas
tidak melakukan hubungan secara langsung dengaal&&uskesmas,
masyarakat lebih sering melakukan kontak dengangpet puskesmas

dan bidan desa.



Terdapat responden yang menjawab setuju sebanyadtab@.
Hal ini disebabkan karena ada masyarakat yang reimgeketerlibatan
Kepala Puskesmas dalam program jamkesmas, sepérsekta dalam
mensosialisasikan program jamkesmas di desa. Résporyang
menjawab ragu-ragu sebanyak 6 orang. Hal ini meman; bahwa
masyarakat penerima jamkesmas mempunyai keragyzad&ekepala
puskesmas ikut berperan dalam pelaksanaan prograkegmas.

Diagram 4.23

Kondisi Masyarakat Dan Lingkungan Di Kecamatan Kasenen
Mendukung Dalam Pelaksanaan Program Jamkesmas

80

70

60-

50

40

30

20

0-

SS S RG TS STS

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2010. (PertanyaaNo. 18)

Berdasarkan diagram di atas, memberikan gambaras at
jawaban responden yang menjawab sangat setuju adg,oryang

menjawab setuju sebanyak 79 orang, menjawab ragu-fa orang,



menjawab tidak setuju sebanyak 2 orang dan tidakresponden yang
menjawab sangat tidak setuju.

Responden menjawab sangat setuju 11 orang dan itagyor
responden menjawab setuju sebanyak 79 orang. Hahémunjukan
bahwa masyarakat setuju bahwa kondisi masyarakatlidgkungan
mendukung dalam pelaksanaan program jamkesmasmitditarenakan
mayoritas masyarakat dengan kondisi dan lingkungjatKecamatan
Kasemen merupakan masyarakat miskin. Terdapat mdepo yang
menjawab ragu-ragu 4 orang. Hal ini disebabkanrkaieda beberapa
masyarakat yang tidak mengetahui secara pasti rhagai kriteria
kondisi masyarakat yang mendapatkan program jamgk&sm

Diagram 4.24
Semua Pelaksana Program Jamkesmas Cepat Tanggap Bal

Melayani Masyarakat Yang Membutuhkan Pelayanan Keseatan
Dengan Menggunakan Kartu Jamkesmas
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Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2010. (PertanyaaNo. 19)



Berdasarkan diagram di atas, tidak ada respondemg ya
menjawab sangat setuju, yang menjawab setuju saka#® orang,
menjawab ragu-ragu 7 orang, menjawab tidak setlarsyak 47 orang
dan tidak ada responden yang menjawab sangktdedaju.

Mayoritas responden yang menjawab tidak setujursetias7
orang. Menunjukan bahwa masyarakat tidak setujuwlalsemua
pelaksana program jamkesmas cepat tanggap dalamayanel
masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatangarden
menggunakan kartu jamkesmas Hal ini disebabkan nkarada
masyarakat merasa adanya pelayanan yang dibeidaln desuai bagi
penerima program jamkesmas, seperti tidak ramahpgaugas
puskesmas dan pelayanan yang diberikan dirasa tapalgh penerima
program jamkesmas.

Terdapat responden menjawab setuju sebanyak 48.dtah ini
dapat diartikan bahwa semua pelaksana, seperin,bi@daer dan pihak
puskesmas sudah dapat bekerja sesuai dengan progeldksana
program jamkesmas. Responden yang menjawab ragufragang, hal
ini dikarenakan masyarakat penerima program jami&ssmempunyai
keraguan terhadap semua pelaksana program jamkesiaken

memberikan pelayanaan yang dibutuhkan.



Diagram 4.25
Petugas Pelaksana Program Jamkemas Bekerja Sesuaiyan
Aturan Yang Berlaku
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Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2010. (PertanyaaNo.20)

Berdasarkan diagram di atas, tidak ada respondemgy ya
menjawab sangat setuju, yang menjawab setuju sakaBy orang,
menjawab ragu-ragu 9 orang, menjawab tidak setbharsyak 54 orang
dan tidak ada responden yang menjawab sangatdedaju.

Mayoritas responden menjawab tidak setuju sebabgalorang.
Hal ini menunjukan bahwa masyarakat tidak setighwa petugas
pelaksana program jamkesmas bekerja sesuai dengaan ayang
berlaku. Hal ini disebabkan karena masih banyakigaet pelaksana
yang kurang mengerti tentang program jamkesmas piasedur
jamkesmas itu sendiri. Selain itu masih ada makgargang masuk

kriteria penerima tidak mendapatkan program jamlkessimal tersebut



menunjukan bahwa petugas pelaksana tidak bekegaaiselengan
aturan yang berlaku.

Terdapat responden yang menjawab setuju sebanyaitaBig).
Hal ini disebabkan karena ada masyarakat sudah geragan kinerja
petugas pelaksana program jamkesmas yang sesgardaturan seperti
kader yang melakukan pendataan secara benar danbanem
masyarakat yang mendapatkan perawatan rujukan keaRuSakit
pemerintah. Responden yang menjawab ragu-ragu B8g.oraal ini
dikarenakan masyarakat penerima program jamkesmasipomyai
keraguan terhadap petugas pelaksana apakah susiet airan dalam

menjalankan tugas yang diamanahkan.

4.4 Penguijian Hipotesis
Penelitian mengenai Implementasi Program Jaminarselkaan
Masyarakat (Jamkesmas) ini, peneliti memiliki hgsi$ sebagai berikut :
“Implementasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas) di Kecamatan Kasemen Mencapai Angka Mimal

65% "

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahgkét signifikasi
dari hipo$tesis yang diajukan. Berdasarkan metoglgelian, maka pada

tahap pengujian hipotesis penelitian ini penelienggunakan rumus t-test



satu sampel. Adapun penghitungan pengujian higotessebut yakni sebagai
berikut.

Berdasarkan data yang diperoleh, maka skor ideay ydiperoleh
adalah 5 x 96 x 20 = 9600 (5 = nilai dari setiapghan selalu setiap
pernyataan yang dinyatakan pada responden, krgé&oa berdasarkan pada
skala Likert). 96 = jumlah sampel yang dijadikasp@nden. 20 = jumlah
pernyataan yang ditanyakan kepada responden). @eattanrata-rata
9600:96=100.

Implementasi Program Jaminan Kesehatan Masyard&atkesmas) di
Kecamatan Kasemen nilai yang dihipotesiskan adaldimggi 65% dari nilai
ideal, ini berarti bahwa 0,65 x 9600 = 6240 dib&@§ = 65. Hipotesis
statistiknya dapat dirumuskan sebagai berikut uRtmk memprediksi p lebih
rendah atau sama dengan 65% dari skor ideal pahggi. Sedangkan Ha
paling tinggi 65% dari skor ideal yang diharapkaAtau hipotesis statistiknya
dapat ditulis dengan rumus:

Ho = > 65% > 0,65 x 9600 : 96 = 65

Ha = <65% < 0,65 x 9600 : 96 = 65

Diketahui:

X =>X:96= 5924:96 =61,71

po =65% = 0,65 x 9600 : 96 = 65

s=28,170

n =96

Ditanya : t ?



T = 61,71-65
8,170
V96

t = -3,29
8,170

9,8

t = -3,29
0,83

~—~+
1

-3,96

Harga #iung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan hagga t

dengan derajat kebebasan (dk) = n — 1 = 96 — 1 da@3araf kesalahamn =

10%, dimana untuk uji satu pihak k{pne tail test) karena hargaitung lebih
kecil dari pada harga s atau Ho (-3,96 < -1,296) dan jatuh pada daerah
penerimaan (Ha) , maka hipotesis nol (Ho) ditolak dhipotesis kerja (Ha)
diterima.

Berdasarkan perhitungan populasi ditemukan bahwglelmentasi
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JamkesmasKedamatan
Kasemen :

5924
9600

Implementasi Program JAMKESMAS X 100% = 61,71%



Jadi, telah diketahui bahwa Implementasi Programinkn Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas) di Kecamatan Kasemen askdt@lsar 61,71%.

Gambar 4.2
Kurva penerimaan dan penolakan Hipotesis

Sangat Tidak Baik Cukup Baik Sangalt
Tidak Baik Baik/ Baik
Sedang
1920 3840 5760 7680 9600
| | | | |
| | ] | |
5924

Nilai 5924 termasuk dalam kategori interval cukgikbatau sedang dan
baik, maka masuk dalam kategori cukup baik ataarsg@arena lebih mendekati

kategori cukup baik atau sedang.

Gambar 4.3
Kurva penerimaan dan penolakan Hipotesis

Daerah Penerima Daerah Penerimlian

Ho Ha

- 3,96 0 -1,296
61,71 % 65%




4.5Interpretasi Hasil Penelitian

Penelitian yang berjudul Implementasi Program JamiKesehatan
Masyarakat (Jamkesmas) di Kecamatan Kasemen bahlgahg paling
penting dan utama adalah menjawab rumusan masafahtglah dibuat oleh
peneliti pada awal penelitian. Rumusan masalah yahah dibuat oleh
peneliti pada awal penelitian adalah "Bagaimana lémgntasi program
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Kémamasemen”.

Penelitian ini untuk menjawab rumusan masalatkita,dapat melihat
dari perhitungan dengan menggunakan rumus t tdst sampel dengan
menguji pihak kiri bahwa hargaddng lebih kecil (<) dari hargaateidan hal itu
dapat diartikan bahwa Ho ditolak dan Ha diterina@eka hanya mencapai
61,71% dari angka minimal 65% yang dihipotesiskan.

Berdasarkan data yang diperoleh, skor ideal ingruadalah 5 x 20 x
96 = 9600 (5 = nilai dari setiap jawaban pertanygang diajukan pada
responden, 20 = jumlah item pertanyaan yang diajkk@ada responden, 96=
jumlah sampel yang dijadikan responden). Nilai s#ari hasil penelitian
adalah sebesar 5924. Nilai Implementasi Program indam Kesehatan
Masyarakat di Kecamatan Kasemen adalah 5924 : ¢60®17 atau 61,71
persen. Interpretasi yang tepat untuk menjawab samumasalah adalah
Implementasi Program Jaminan Kesehatan MasyarakatKetamatan
Kasemen baru mencapai angka 61,71% dari angka wdinigang

dihipotesiskan yaitu 65% artinya cukup baik atadaseg.



4.6 Pembahasan

Pada pembahasan ini, peneliti akan memberikan paaragerlebih
dahulu mengenai pengujian hipotesis, dimana dalamgygian hipotesis
didapat bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Berdamarklata tersebut
dijelaskan bahwa Implementasi Program Jaminan ketaehMasyarakat di
Kecamatan Kasemen baru mencapai angka 61,71% roga aninimal yang
dihipotesiskan yaitu 65% artinya cukup baik atadasg. Hal ini ditunjukan
dari hasil perhitungan pada Implementasi Programinkn Kesehatan
Masyarakat (jamkesmas) di Kecamatan Kasemen tdrsebkor ideal
instrumen adalah 5 x 20 x 96 = 9600. (5 = nilai datiap jawaban pertanyaan
yang diajukan pada responden, 20 = jumlah itemapgaan yang diajukan
kepada responden, 96 = jumlah sampel yang dijadikaponden). Hasil
kuesioner pengumpulan data adalah sebesar 5980:296,617 atau 61,71%.
Pengujian hipotesis pada bahasan sebelumnya mé&kanjbahwa Kl ditolak
dan H, diterima. Hasil penelitian menunujukan bahwa Impatasi Program
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Kecamatan lk€asenkup baik atau
sedang untuk jelasnya dapat dilihat berdasarkantifdkasi masalah yang
telah peneliti lakukan.

Cukup baik atau sedang berhasilnya Implementasir&m Jaminan
Kesehatan (jamkesmas) di Kecamatan Kasemen ddibet diari identifikasi
masalah yang telah ditemukan peneliti. Peneliti imgah identifikasi masalah
berdasarkan observasi awal di lapangan yatrtama masih ada rumah

tangga miskin di Kecamatan Kasemen yang belum mealghe program



jaminan kesehatan masyarakat yang masuk katagoalrdangga miskin, hal
ini dikarenakan petugas pendata tidak memahanerkxippenerima program
secara jelas.

Kedug masih ada warga yang sudah meninggal tetap nkerkartu
jaminan kesehatan masyarakat dikarenakan kurpdgte databaspenerima
jaminan kesehatan masyarakat. Hal ini terjadi kareetugas pendataan
lapangan seperti Bidan Desa, Kader Posyandu, PLUR&ufas Lapangan
Keluarga Berencana) jarang melakukan survei ularhatlap penerima
program jamkesmas.

Ketiga tidak sesuainya pelayanan yang di berikan pihadk@smas
kepada masyarakat yang memiliki atau yang mend&patu jaminan
kesehatan masyarakat, seperti adanya penerimaaproggmkesmas yang
masih dikenakan biaya pengobatan di Puskesmas skdlobatan yang
diberikan kepada penerima program dirasa tidak lcoSelain itu sulitnya
proses rujukan seperti dari Puskemas ke Rumah. Sakit

Hasil penelitian Implementasi Program Jaminan Katseh
Masyarakat di Kecamatan Kasemen cukup baik ataangedkita dapat
melihat kembali pada teori keberhasilan implemenk&bijakan menurut
Grindle. Pendekatan impelementasinya dikenal dehgg@hementation as a
Political and administrative Proses8lenurut Grindle ada dua variabel yang
mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yanditeatas isi kebijakan

(Content of PolicyYlan konteks implementasing@ontext of Policy).



1. Isi kebijakan Content of Policy terdiri dari: kepentingan yang
mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yegig dicapai, letak
pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sdayae yang
digunakan.

2. Konteks implementasi kebijakarfContext of Policy) terdiri dari:
kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktoy yeibat, karakteristik
lembaga dan rezim yang berkuasa, serta tingkattldega dan adanya

respon dari pelaksana.

Berdasarkan teori yang dipaparkan oleh Grindle dajgat melihat dan
menjelaskan Implementasi Program Jaminan KesehdW#asyarakat
(Jamkesmas) di Kecamatan Kasemen. Berdasarkanetsabtt, indikator
yang penting dalam melihat keberhasilan dari Imglet&si Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Kasemen yaitgadecara melihat
indikator keberhasilan implementasi kebijakan mah@rindle berdasarkan
Isi Kebijakan Content of Policy)seperti kepentingan-kepentingan yang
mempengaruhi program jamkesmas, manfaat programkegmmas di
Kecamatan Kasemen, derajat perubahan yang ingimapaic letak
pengambilan keputusan, pelaksana program jamkestdhasgecamatan
Kasemen dan sumber-sumber daya yang digunakan dagesgram
jamkesmas di Kecamatan Kasemen.

Indikator selanjutnya untuk melihat keberhasilan plementasi

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kecamataserken yaitu



Konteks Kebijakan Qontext of Policy seperti kekuasaan, kepentingan dan
strategi aktor yang terlibat, Karakteristik danimezyang berkuasa dalam
melaksanakan program jamkesmas, kepatuhan dannredqd pelaksana
dalam melaksanakan program jamkesmas di Kecamatsenken.

Implementasi kebijakan suatu program merupakanhsaktu hal
penting yang menentukan keberhasilan suatu kebijg&ag telah dirumuskan
oleh pemerintah, dimana segala keputusan yang dsgkam tersebut
memperhatikan faktor implementasi kebijakan. Arinkeberhasilan suatu
kebijakan salah satunya dapat dilihat dari impleamsnsuatu kebijakan
tersebut.

Pertama mengenai tidak semua masyarakat yang berhak sudah
mendapatkan program jamkesmas yang termasuk katagmah tangga
miskin. Ini diperkuat dengan hasil jawaban respongieda pertanyaan nomor
lima belas pada kuesioner. Mayoritas responden gaibanyak 60 responden
(62,5%) menjawab tidak setuju mengenai semua malsyaryang berhak
sudah mendapatkan program jamkesmas di Kecamatsmnica.

Berdasarkan hasil penelitian yang didasarkan atealjan responden,
masih adanya masyarakat yang belum dapat menerogeam jamkesmas di
Kecamatan Kasemen. Hal ini didasarkan atas masahnaakyarakat yang
mampu mendapatkan program jamkesmas. Sedangkananaleety yang
masuk kedalam kategori penerima tidak mendapatkagragm jamkesmas.
Demikian dapat disimpulkan bahwa program jamkesmdasKecamatan

Kasemen tidak tepat sasaran.



Hal ini menunjukan indikator konteks kebijakan parg jamkesmas
itu sendiri masih belum berhasil, dimana dapathdilipada subindikator
kekuasaan, kepentingan dan strategi yang terlddandprogram pelaksanaan
jamkesmas di Kecamatan Kasemen. Tidak tepat sasarapelaksanaan
program jamkesmas di Kecamatan Kasemen dikaremakaih ada para aktor
kebijakan yang memanfaatkan kekuasaan serta madaitya kepentingan dari
pada aktor tersebut yang lebih mementingkan kepgamti pribadi. Misalnya
proses pendataan yang melibatkan Rukun Tetangg®nBserta Kader di
dalam pendataan masyarakat penerima yang lebih nieglean atau
mengutamakan anggota keluarganya yang tidak tekmesulalam kategori
penerima.

Berdasarkan hal tersebut dengan tidak tepat sapareatima program
jamkesmas ini maka secara tidak langsung menunjbkhmwa pelaksanaan
program jamkesmas di Kecamatan Kasemen berjalamguraik. Jamkesmas
adalah program bantuan sosial untuk pelayanan &tselbagi masyarakat
miskin dan tidak mampu yang diselenggarakan setasenal, agar terjadi
subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanasehaan yang
menyeluruh bagi masyarakat miskin.

Pemerintah memberikan subsidi kesehatan kepadaana&sy miskin
yang termasuk ke dalam kategori rumah tangga misiktuk mendapatkan
subsidi hak-hak kesehatan yang diperoleh secartis.gidlasih adanya
masyarakat miskin yang tidak memperoleh Jamkesrapatdnenyebabkan

masyarakat tersebut tidak dapat berobat di Puslesmapun Rumah Sakit



secara gratis. Sehingga program ini tidak dapatgor@mgi beban masyarakat
dan dapat dikatakan program ini tidak bermanfaai aasyarakat yang
termasuk kedalam kategori rumah tangga miskin.

Kedug kurang update databasepenerima jaminan kesehatan
masyarakat di Kecamatan Kasemen serta sulithya eprgsendataan
masyarakat penerima jamkesmas dikarenakan masityadaasyarakat yang
tidak memiliki kartu tanda penduduk dan kartu kejaa sebagai syarat
administrasi. Hal ini terjadi karena petugas pemaatapangan seperti Bidan
Desa, Kader Posyandu, PLKB (Petugas Lapangan KglBerencana), tidak
sering melakukan survei ulang.

Hal tersebut dapat dikarenakan kurang terlibatngpaa Puskesmas
dalam pelaksanaan program jamkesmas di Kecamataani&m. Ini dapat
dilihat hasil jawaban responden pada pertanyaanondmjuh belas pada
kuesioner. Mayoritas responden yaitu sebanyak &porelen (68,75%)
menjawab tidak setuju mengenai Kepala Puskesmas b&peran dalam
pelaksanaan program jamkesmas di Kecamatan Kasemen.

Dengan tidak terlibatnya Kepala Puskesmas dalanakgahaan
program jamkesmas di Kecamatan Kasemen menunjuanabsubindikator
dari karakteristik dan rezim yang berkuasa dalamaksanakan program
jamkesmas menunjukan kurang berhasilnya ImplemieRt@gram Jaminan
Kesehatan Masyarakat (jamkesmas) di Kecamatan Kasem

Karakteristik dan rezim yang berkuasa dalam pekaksprogram

jaminan kesehatan di Kecamatan Kasemen dapat tdiiaa keterlibatan



Kepala Puskemas di dalam pelaksanaan program jamakes Kepala
puskesmas memiliki peranan penting didalam pelaaan program
jamkesmas. Puskesmas merupakan instansi pemeriyaaly memiliki
kewenangan didalam pelaksanaan program jamkesrhagyga hal tersebut
berdampak pada kewenangan Kepala Puskemas selsgsa kdi instansi
pemerintah di dalam pelaksanaan program jamkesmeastama Kepala
Puskesmas di Kecamatan Kasemen.

Permasalahn kurangpdate databasgenerima program jamkesmas
ini tidak saja menjadi sepenunhya tanggung jawatkéamas yang mana
dalam hal ini adalah Kepala Pusekesmas sebagaapdiigkeputusan, tetapi
perlu adanya keterlibatan aparat pemerintah tingkaturahan. Dinas
Kesehatan juga kurang cepat merespon masalahuesstiingga masalah itu
berlarut-larut, sehingga permasalahan data peneniemapakan permasalahan
yang sering timbul di dalam pelaksanaan progranaktigaja program
jamkesmas melainkan program-program pemerintahyain

Selain itu diperkuat pula dengan pertanyaan nonmame belas
mengenai Dinas Kesehatan Kota Serang bertanggwadp jeerhadap program
jamkesmas di Kecamatan Kasemen. Mayoritas respoyaienmenjawab 77
responden (80,21%) menjawab tidak setuju mengeriaasD Kesehatan
bertanggung jawab terhadap program jamkesmas dirda&an Kasemen.

Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwarlikettan Kepala
Puskesmas di Kecamatan Kasemen dan Dinas KesefatarSerang dalam

program jamkesmas di Kecamatan Kasemen belum diikatakan baik



bahkan sangat buruk. Seharusnya Kepala Puskestmagas@impinan harus
dapat menggerakan bawahan untuk dapat melakukatafa&m masyarakat
yang berhak mendapatakan program jamkesmas di KeaanKasemen
sebagai upaya keterlibatannya dalam pelaksanagmnapnojamkesmas selain
melakukan sosialisasi mengenai program jamkesmidsaiimatan Kasemen.

Hambatan mengenai sulitnya proses pendataan mkaygranerima
jamkesmas tersebut dikarenakan kurangnya pemahawasyarakat mengenai
program jamkesmas itu sendiri. Masyarakat tidak ga&hui proses
penggunaan kartu jamkesmas, persyaratan yang HOKartu dalam
pelaksanaan program jamkesmas dan lain sebagditglaini disebabkan
karena sosialisasi program jamkesmas di Kecamasaeriden masih kurang
baik.

Hal ini dapat dilihat dari pertanyaan nomor empa&iap pada
kuesioner. Mayoritas responden sebanyak 72 orabigp)Mmenjawab tidak
setuju mengenai sosialisasi program jamkesmas kepadyarakat miskin di
Kecamatan Kasemen sudah berjalan dengan baik.liSasianerupakan hal
pertama yang perlu dilakukan dalam pelaksanaanrgmogSosialisasi dapat
diartikan sebagai proses informasi baik kepadaafyapelaksana program,
maupun masyarakat baik masyarakat penerima mau@syanakat sebagai
kontrol sosial. Maka disini lah letak pentingnyagman sosialisasi, dimana
sosialisasi merupakan proses penyampain visi dasi sebuah program.
Bagaimana program iti dilaksanakan, siapa saja yaglgksanakan, prosedur

penggunaan program, peserta program dan manfaagrapro perlu



disampaikan tidak saja kepada aparatur pelaksatepi tguga kepada
masyarakat penerima.

Permasalahan sosialisasi, terutama sosialisasi enahgprogram
Jamkesmas di Kecamatan Kasemen masih kurang ladikensebut didasar
atas jawaban responden yang tidak setuju bahwalisasi Jamkesmas
berjalan baik. Lemahnya realisasi program JamkesmiasKecamatan
Kasemen terutama dari sisi sosialisasi masyaragaerpna dan ditambah
pula pada aparatur pelaksana seperti petugas pendetyarakat penerima.
yang tidak paham dengan mekanisme pendataan wagkannyang akan
menerima program ini, karena mereka tidak mengetatitieria yang pasti
maka pendataanya pun terkesan asal-asalan.

Ketiga mengenai tidak sesuainya pelayanan yang diberjhak
puskesmas kepada masyarakat yang memiliki atau yaegdapat kartu
jaminan kesehatan masyarakat. Hal ini dapat diliphda pertanyaan nomor
sembilan belas pada kuesioner. Responden yang wemjdidak setuju
sebanyak 43 (44,8%) menjawab tidak setuju mengemmiua pelaksana
program jamkesmas cepat tanggap dalam melayani amsésy yang
membutuhkan pelayanan kesehatan dengan menggukakanjamkesmas.
Selain itu diperkuat pula dengan pertanyaan norgerlielas pada kuesoner,
Responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 3Z5%) menjawab
tidak setuju mengenai alat-alat kesehatan yanghdican di Puskesmas dapat
menunjang program jamkesmas. Ditambah dengan Yyeasy diperoleh dari

jawaban responden pada pertanyaan nomor dua puhdgla Buesioner



mengenai petugas pelaksana program jamkesmasdsksrjai dengan aturan
yang berlaku mayoritas responden menjawab tidakjusesebanyak 50
(52,1%) responden.

Dengan tidak tanggapnya pelaksana program jamkestdadem
melayani masyarakat yang membutuhkan pelayananh&ese dengan
menggunakan kartu jamkesmas di Kecamatan Kasemeonju&an bahwa
subindikator dari kepatuhan dan respon dari pefaksilam melaksanakan
program jamkesmas menunjukan kurang berhasilnyanddmplementasi
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas)Keatiamatan
Kasemen. Salah satu indikator keberhasilan suaplementasi kebijakan
dapat dilihat dari kepatuhan dan respon dari pateksialam melaksanakan
program jamkesmas. Kepatuhan dan respon para palakgrogram
jamkesmas di Kecamatan kasemen masih kurang legukrtstidak ramahnya
petugas puskesmas dalam melayani masyarakat panprogram, selain itu
lambanya penanganan pasien bagi pemegang kartegamak.

Proses pendataan masyarakat penerima program jaragédususnya
di Kecamatan Kasemen perlu dikaji ulang demi kedmtan implementasi
program jamkesmas di Kota Serang khususnya Kecam&@asemen,
sehingga tidak lagi ditemukan masalah pendataanyarssat penerima
program. Masalah pendataan masyarakat penerimeapnggmkesmas hanya
melibatkan pihak Puskesmas tanpa melakukan koaididangan pihak

aparatur pemerintah tingkat Kelurahan.



Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh ketikeelakukan
observasi awal, pihak Kelurahan tidak dilibatkadatkhm proses pendataan
masyarakat penerima program. Petugas pendataanarakaty penerima
program dilakukan oleh para Kader Posyandu, yanganamtara lain kaki
tangan pihak Puskesmas. Petugas pendata masygraekatima masih
terdapat yang tidak paham dengan mekanisme pendataga miskin yang
akan menerima program ini, karena mereka tidak etahgi kriteria yang
pasti maka pendataanya pun terkesan asal-asaldangskan berdasarkan
aturan yang berlaku, masyarakat penerima progrankgamas merupakan
masyarakat yang termasuk kedalam kategori rumabg#ammiskin yang
berdasarkan Dinas Sosial memiliki 14 kriteria. Diraanasyarakat penerima
program harus memiliki minimal 8 dari kriteria yasigdah ditentukan.

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai hambatdrateamyang
terjadi pada implementasi program jaminan kesehataasyarakat
(jamkesmas) di Kecamatan Kasemen tersebut makalitpenempertegas
kembali tentang pengujian hipotesis, dimana dalasngpjian hipotesis
didapat bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Berdeamarklata tersebut
dijelaskan bahwa Implementasi Program Jaminan ketaehMasyarakat di
Kecamatan Kasemen baru mencapai angka 61,71% cdakaayang
ditetapkan. Artinya Implementasi Program Jaminasgkatan Masyarakat di

Kecamatan Kasemen kurang berhasil.



BAB V

PENUTUP

5.1Kesimpulan
Penelitian mengenai Implementasi Program Jaminarselikaan

Masyarakat (Jamkesmas) di Kecamatan Kasemen, dipgar@itian ini dikaji

dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teplementasi

kebijakan publik model Grindel. Pendekatan impletaginini dikenal dengan

Implementation as a Political and AdministrativeoBes

Berdasarkan hasil penelitian yang didasarkan at&aljan responden
sebagai berikut:

1. Program jamkesmas di Kecamatan Kasemen tidak teyaatran
selanjutnya . Hal ini menunjukan indikator kontedebijakan program
jamkesmas itu sendiri masih belum berhasil, dimdapat dilihat pada
subindikator kekuasaan, kepentingan dan strategg yterlibat dalam
program pelaksanaan jamkesmas di Kecamatan Kasehidsk tepat
sasarannya pelaksanaan program jamkesmas di Kegankasemen
dikarenakan masih ada para aktor kebijakan yang anfzatkan
kekuasaan serta masih adanya kepentingan darigkoiatersebut yang
lebih mementingkan kepentingan pribadi.

2. Kurang terlibatnya Kepala Puskesmas dalam pelaksanarogram
jamkesmas di Kecamatan Kasemen. Dengan tidak derila Kepala
Puskesmas dalam pelaksanaan program jamkesmas chmiggan

Kasemen menunjukan bahwa subindikator dari kariskiterdan rezim



yang berkuasa dalam melaksanakan program jamkesmeasinjukan
kurang berhasilnya Implementasi Program Jaminamelkxaan Masyarakat
(jamkesmas) di Kecamatan Kasemen. Karakteristik dezim yang
berkuasa dalam pelaksaan program jaminan keselthtdfecamatan
Kasemen dapat dilihat dari keterlibatan Kepala Bosls di dalam
pelaksanaan program jamkesmas.

3. Tidak tanggapnya pelaksana program jamkesmas dataslayani
masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatangarden
menggunakan kartu jamkesmas di Kecamatan Kasemearunjo&an
bahwa subindikator dari kepatuhan dan respon delakpana dalam
melaksanakan program jamkesmas menunjukan kurahgdieya dalam
Implementasi Program Jaminan Kesehatan Masyargdakésmas) di
Kecamatan Kasemen. Salah satu indikator keberhasifuatu
implementasi kebijakan dapat dilihat dari kepatuttlem respon dari
pelaksana dalam melaksanakan program jamkesmasatfem dan
respon para pelaksana program jamkesmas di Kecarkas@men masih
kurang baik, seperti tidak ramahnya petugas puskestalam melayani
masyarakat penerima program, selain itu lambanysampganan pasien

bagi pemegang kartu jamkesmas.

Berdasarkan perumusan masalah penelitian, makditpemelakukan
penyimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telddkukan mengenai

implementasi program yang berjudul “"Implementasiogfam Jaminan



Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Kecamatan kasemaka peneliti
manarik kesimpulan.

“Implementasi Program Jaminan Kesehatan Masyar@kamkesmas)
di Kecamatan Kasemen kurang berjalan baik karengahaenencapai angka

61,71,% dari angka yang peneliti hipotesiskan yakimimal 65%”

5.2Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yalad téipaparkan di
atas dengan judul "Implementasi Program Jaminarelk@an Masyarakat
(Jamkesmas) di Kecamatan Kasemen” masih dikatakaan§ baik yaitu
hanya mencapai 61,71% dari hipotesis yang dibwet peneliti sebelumnya
yaitu sebesar 65%. Oleh karena itu, maka penel@ghaoba memberikan
saran-saran mengenai hasil penelitiannya agar dapatbantu para aktor
kebijakan program Jamkesmas Hilgzﬂamatan Kasemlam daelaksanaan
program jaminan kesehatan masyarakat sebagai beriku
1. Melakukan pendataan kepada penerima program séeskala dengan
maksud melakukan validasi ulang terhadap data-oeteerima program
jamkesmas, misalnya tiga bulan sekali. Para petpgadata seperti Kader
Posyandu dan PLKB hendaknya diinformasikan terlelaihulu mengenai
kriteria-kriteria masyarakat penerima program, sgha tidak lagi

ditemukan masyarakat yang sesuai dengan kritedak timenerima

program.



. Perlunya dilakukan pengawasan, baik dari pihak &rmsks maupun pihak
Kelurahan kepada masyarakat penerima program. $2elain program
Jamkesmas selama ini hanya melibatkan pihak Pusisesaja, tidak

melibatkan pihak Kelurahan sehingga penerima progtalak tepat

sasaran.

. Perlu adanya koordinasi yang baik antara pihak €amks dan pihak
Kelurahan didalam penentuan penerima program.

. Perlunya mengadakan sosialisasi kepada masyarak&rima program

mengenai proses penggunaan program dan manfaaapro§osialisasi

tidak saja dilakukan terhadap para petugas pelaksaj tetapi pada
masyarakat perlu diadakan sosialisasi mengenaieprqgenggunaan
program.

. Perlunya meningkatakan sarana dan prasarana kasetiaPuskesmas.
Seperti memperbanyak obat-obatan yang layak bagyanakat penerima
program jamkesmas.

. Memberikan sangsi tegas kepada petugas yang tigikyani masyarakat
penerima dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengambuka tempat
pengaduan masyarakat terhadap pelayanan yangriitbegi masyarakat.
. Perlunya pembinaan terhadap para kader-kader Ruasksnengenai
prosedur penggunaan kartu program jamkesmas. Kadier puskesmas
memiliki peranan penting, karena para kader pus&esyang dapat
membantu masyarakat penerima program jamkesmasnjéadapatkan

rujukan pengobatan dari puskesmas ke Rumah Sakinogah.
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PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Pengisian ini dilakukan dengan memberi tanda (@agawaban menurut
yang Bapak/lbu/Saudara/i anngap sesuai

2. Setiap pertanyaan hanya memiliki satu alternatrbjaan

Identitas Responden:

No Responden e (diisi oleh peneliti)

Jenis Kelamin : Pria/Wanita

Usia e Tahun

Alamat

Pendidikan Terakhir :....................

Pendapatan

Pekerjaan RPN

Keterangan :

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

RG = Ragu-Ragu

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

NO PERTANYAAN SS| S|RG | TS| STS

Content Of Policy (Isi Kebijakan)

I. Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi Progam Jamkesmas

1 | Program Jamkesmas untuk meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat miskin

2 | Program Jamkesmas untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat miskin

3 | Program Jamkesmas untuk mengurangi

beban biaya masyarakat miskin di bidang




kesehatan

Il. Manfaat Program Jamkesmas di Kecamatan Kasemen

4 | Program Jamkesmas untuk kemudahan

pelayanan kesehatan masyarakat miskin

5 Program Jamkesmas untuk meningkatkan

kesehatan masyarakat miskin

6 Program Jamkesmas membantu
masyarakat miskin dalam mendapatkan

pelayanan kesehatan

lll. Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai

7 | Program Jamkesmas berdampak pada

peningkatan kesehatan masyarakat miskin

8 Program Jamkesmas dapat meningkatkan

umur harapan hidup masyarakat miskin

9 Program Jamkesmas mampu meningkatan

ekonomi masyarakat miskin

IV. Letak Pengambilan Keputusan

10 | Puskesmas memiliki hak dalam pendataan

masyarakat penerima program Jamkesmas

V. Pelaksana Program Jamkesmas

11 | Semua pelaksana program Jamkesmas di
Kecamatan Kasemen sudah memahami

kebijakan Jamkesmas

12 | Semua pelaksana program Jamkegmas

memiliki kemampuan di bidang kesehatan

VI. Sumber-Sumber Daya Yang Digunakan Dalam ProgramJamkesm

13 | Alat-alat kesehatan yang digunakan| di
Puskesmas dapat menunjang program

Jamkesmas




Context of Policy (Konteks Kebijakan)

I. Kekuasaan, kepentingan dan strategi yang terliat dalam Program

Jamkesmas
14 | Sosialisasi program Jamkesmas kepada

masyarakat miskin di Kecamatan

Kasemen sudah berjalan baik

15 | Semua masyarakat yang berhak sydah
mendapatkan program jamkesmas
16 | Dinas kesehatan bertanggung jawab

terhadap program  Jamkesmas | di

Kecamatan Kasemen
Il. Karakteristik dan rezim yang berkuasa dalam melaksanakan program

Jamkesmas
17 | Kepala Puskesmas ikut berperan dalam

pelaksanaan program Jamkesmas

18 | Kondisi masyarakat dan lingkungan |di

Kecamatan Kasemen mendukung dalam

pelaksanaan program Jamkesmas
lll. Kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam mel&sanakan program

Jamkesmas
19 | Semua pelaksana program Jamkesmas

cepat tanggap dalam melayani masyarakat
yang membutuhkan pelayanan kesehatan

dengan menggunakan kartu Jamkesmags

20 | Petugas pelaksana program Jamkemas

bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku




Correlations

Item X Item X Item X Item X Item X Item X Item X Item X Item X Item X Item X Item X Item X Item X Item X Item X Item X Item X Item X Item X Item X Item X TOTAL
ke 1 Ke 2 Ke 3 Ke 4 Ke 5 Ke 6 Ke 7 Ke 8 Ke 9 Ke 10 Ke 11 Ke 12 Ke 13 Ke !4 Ke 15 Ke 16 Ke 17 Ke 18 Ke 19 Ke 20 Ke 21 Ke 22 X

Item X Pearson Correlation 1 752 ** 214 .189 562 ** 127 .263 314 * 340 * -.219 .050 .058 -.109 .019 .066 -.027 .095 216 .290 .209 -.073 .084 444
ke 1 Sig. (1-tailed) .000 120 151 .000 .245 .073 .040 .028 114 .394 .375 276 .459 361 442 .303 118 .053 126 .346 323 .005

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Item X Pearson Correlation 752 ** 1 .096 .255 416 ** .007 173 512 = .247 -.145 .032 135 -.091 -.094 261 .063 -.142 .270 .150 434 -.078 -.018 423 **
ke 2 Sig. (1-tailed) .000 .300 .079 .009 484 172 .001 .086 214 431 231 .310 .305 .075 .365 219 .067 .207 .007 .336 461 .008

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Item X Pearson Correlation 214 .096 1 .380 * 364 * 352 * 142 -.079 .258 -.002 .406 273 .220 .001 .102 .263 430 363 * .255 -.057 .015 .308 * .585 **
ke 3 Sig. (1-tailed) 120 .300 .016 .020 .024 .220 .335 .077 .495 .011 .065 113 497 .289 .073 .007 .021 .079 .379 469 .043 .000

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Item X Pearson Correlation .189 .255 .380 * 1 321 * 728 ** 116 366 * 372 * -.154 -.009 241 137 .085 597 .280 .023 355 * .145 .197 .389 344 * 723 **
ke 4 Sig. (1-tailed) 151 .079 .016 .036 .000 .264 .020 .018 .200 .480 .092 .228 322 .000 .061 .451 .023 214 .140 .014 .027 .000

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Item X Pearson Correlation 562 ** 416 ** .364 * 321 * 1 .293 502 ** 413 .238 -.143 337 -.123 -.012 173 -.040 .233 .320 * .281 .156 .164 .176 229 623 **
ke 5 Sig. (1-tailed) .000 .009 .020 .036 .052 .002 .009 .094 .218 .030 .252 475 A71 414 .100 .037 .060 .198 .185 .168 .103 .000

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Item X Pearson Correlation 127 .007 352 * 728 ** .293 1 167 322 * 445 ** -.283 170 .188 .300 .093 494 327 * .085 393 * 154 .324 .339 .183 713 ™
ke 6 Sig. (1-tailed) .245 .484 .024 .000 .052 181 .036 .005 .058 176 152 .048 .307 .002 .034 .323 .013 .200 .035 .029 .158 .000

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Item X Pearson Correlation .263 173 142 116 502 ** 167 1 300 * .089 -.142 -.013 .104 337 -.028 .031 .050 151 .300 * .094 .154 .287 .066 417
ke 7 Sig. (1-tailed) .073 172 .220 264 .002 181 .048 .313 219 472 .285 .030 439 433 .394 .204 .048 .304 .199 .056 .359 .009

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Item X Pearson Correlation 314 * 512 -.079 366 * 413 322 * .300 * 1 .307 * -172 .027 -.027 167 -.015 277 131 -.202 272 .003 .338 .249 -.056 476 **
ke 8 Sig. (1-tailed) .040 .001 .335 .020 .009 .036 .048 .044 173 442 442 181 .468 .063 237 134 .066 .493 .029 .085 .381 .003

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Item X Pearson Correlation .340 * 247 .258 372 * .238 445 ** .089 307 * 1 -529 ** .091 .083 .128 -.128 121 347 * 197 226 157 .383 .223 .103 519 **
ke 9 Sig. (1-tailed) .028 .086 .077 .018 .094 .005 .313 .044 .001 .310 .325 .243 242 .256 .026 139 .106 .196 .015 .110 .287 .001

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Item X Pearson Correlation -.219 -.145 -.002 -.154 -.143 -.283 -.142 -172 -.529 ** 1 .015 151 .220 .081 -.200 -.193 .183 -.278 .016 -.419 -.158 131 -.161
ke 10 Sig. (1-tailed) 114 214 495 .200 .218 .058 219 173 .001 467 .204 114 .330 136 145 .158 .062 .466 .009 193 237 189

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Item X Pearson Correlation .050 .032 406 * -.009 337 * 170 -.013 .027 .091 .015 1 .044 .013 -.077 .158 .253 229 124 .298 -.025 .033 -.264 334 *
Ke 11 Sig. (1-tailed) .394 431 .011 .480 .030 176 472 442 .310 467 .406 471 .338 193 .081 .104 .249 .049 .445 .430 .072 .031

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Item X Pearson Correlation .058 135 273 241 -123 .188 .104 -.027 .083 151 .044 1 .326 -.048 117 ATT -.008 383 * 213 .017 -.072 172 405 *
ke 12 Sig. (1-tailed) .375 231 .065 .092 252 152 .285 442 .325 204 .406 .034 397 261 .003 .483 .015 121 464 .347 173 .011

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Item X Pearson Correlation -.109 -.091 .220 137 -.012 .300 * 337 * 167 .128 .220 .013 .326 1 -.339 .166 .239 .293 223 -.060 .046 .176 173 .366 *
ke 13 Sig. (1-tailed) .276 .310 113 .228 475 .048 .030 181 .243 114 471 .034 .029 .183 .094 .052 110 373 402 .168 172 .020

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Item X Pearson Correlation .019 -.094 .001 .085 173 .093 -.028 -.015 -.128 .081 -.077 -.048 -.339 1 -.286 .106 -.066 .069 -.196 .023 -.245 .082 .040
ke 14 Sig. (1-tailed) .459 .305 497 322 171 .307 439 .468 .242 .330 .338 .397 .029 .056 .281 .360 .354 141 .451 .088 .328 413

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Item X Pearson Correlation .066 261 .102 597 -.040 494 .031 277 121 -.200 .158 117 .166 -.286 1 .010 -.096 164 .260 .276 .369 .030 449 **
ke 15 Sig. (1-tailed) .361 .075 .289 .000 414 .002 433 .063 .256 136 193 .261 .183 .056 479 .300 .185 .075 .063 .019 .436 .005

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Item X Pearson Correlation -.027 .063 .263 .280 .233 327 * .050 131 347 * -.193 .253 477 .239 .106 .010 1 .161 471 = 311 .207 .018 .184 554 **
ke 16 Sig. (1-tailed) 442 .365 .073 .061 .100 .034 .394 237 .026 145 .081 .003 .094 .281 479 .189 .003 .042 128 462 157 .001

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Item X Pearson Correlation .095 -.142 430 .023 .320 * .085 151 -.202 197 .183 229 -.008 .293 -.066 -.096 161 1 -.205 .143 -.042 -.095 484 ** 313 *
ke 17 Sig. (1-tailed) .303 219 .007 .451 .037 323 .204 134 139 .158 .104 .483 .052 .360 .300 .189 130 .218 410 .302 .003 .041

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Item X Pearson Correlation .216 .270 .363 * 355 * .281 393 * .300 * 272 .226 -.278 124 .383 223 .069 164 471 -.205 1 .099 .205 -.020 -.023 531 **
ke 18 Sig. (1-tailed) .118 .067 .021 .023 .060 .013 .048 .066 .106 .062 .249 .015 110 .354 .185 .003 .130 294 .130 .456 .450 .001

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Item X Pearson Correlation .290 .150 .255 .145 .156 .154 .094 .003 157 .016 .298 .213 -.060 -.196 .260 311 * .143 .099 1 114 .168 -.116 .388 *
ke 19 Sig. (1-tailed) .053 .207 .079 214 .198 .200 .304 .493 .196 .466 .049 121 373 141 .075 .042 .218 294 .268 179 .263 .014

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Item X Pearson Correlation .209 434 -.057 197 .164 324 * .154 338 * .383 * -419 = -.025 .017 .046 .023 276 .207 -.042 .205 114 1 -.137 -.158 337 *
ke 20 Sig. (1-tailed) 126 .007 .379 .140 .185 .035 199 .029 .015 .009 .445 464 .402 .451 .063 128 .410 130 .268 .228 194 .030

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Item X Pearson Correlation -.073 -.078 .015 389 * 176 339 * .287 .249 .223 -.158 .033 -.072 176 -.245 369 * .018 -.095 -.020 .168 -.137 1 .055 313 *
ke 21 Sig. (1-tailed) .346 .336 .469 .014 .168 .029 .056 .085 .110 193 .430 .347 .168 .088 .019 .462 .302 .456 179 .228 .382 .041

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Item X Pearson Correlation .084 -.018 .308 * 344 * 229 .183 .066 -.056 .103 131 -.264 172 173 .082 .030 184 484 -.023 -.116 -.158 .055 1 335 *
ke 22 Sig. (1-tailed) .323 461 .043 .027 .103 .158 .359 .381 .287 237 .072 173 172 .328 .436 157 .003 .450 .263 .194 .382 .030

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
TOTAL Pearson Correlation 444 > 423 585 ** 723 623 ** 713 417 > 476 519 ** -.161 334 .405 .366 .040 449 554 ** 313 * 531 * .388 .337 .313 335 * 1
X Sig. (1-tailed) .005 .008 .000 .000 .000 .000 .009 .003 .001 .189 .031 .011 .020 413 .005 .001 .041 .001 .014 .030 .041 .030

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

o

*

Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).




Case Processing Summary

N %
Cases Valid 96 100.0
Excluded 0 0
(a)
Total 96 100.0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

770 22




FREKUENSI KUESONER

TOTAL X
Cumulative
Freguency Percent Valid Percent Percent

Valid 41 2 2.1 2.1 2.1
42 1 1.0 1.0 3.1
44 3 3.1 3.1 6.3
45 1 1.0 1.0 7.3
47 1 1.0 1.0 8.3
48 1 1.0 1.0 9.4
50 2 2.1 2.1 11.5
52 1 1.0 1.0 12.5
54 1 1.0 1.0 13.5
55 2 2.1 2.1 15.6
56 4 4.2 4.2 19.8
57 5 5.2 5.2 25.0
58 4 4.2 4.2 29.2
59 2 2.1 2.1 31.3
60 9 9.4 9.4 40.6
61 4 4.2 4.2 44.8
62 4 4.2 4.2 49.0
63 4 4.2 4.2 53.1
64 8 8.3 8.3 61.5
65 4 4.2 4.2 65.6
66 8 8.3 8.3 74.0
67 4 4.2 4.2 78.1
68 3 3.1 3.1 81.3
69 5 5.2 5.2 86.5
70 4 4.2 4.2 90.6
72 2 2.1 2.1 92.7
73 2 2.1 2.1 94.8
74 2 2.1 2.1 96.9
75 1 1.0 1.0 97.9
76 1 1.0 1.0 99.0
83 1 1.0 1.0 100.0
Total 96 100.0 100.0




FREKUENSI KUESIONER

STATISTICS

TOTAL X
N Valid 96
Missing 0
Mean 61.71
Std. Error of Mean .834
Median 63.00
Mode 60
Std. Deviation 8.170
Variance 66.756
Skewness -574
Std. Error of Skewness .246
Kurtosis 573
Std. Error of Kurtosis .488
Range 42
Minimum 41
Maximum 83
Sum

5924




Frequency

DIAGRAM FREKUENSI KUESONER

TOTAL
20
15
10
5_
0 | | |
40 50 60 70 80 %

TOTAL

Mean = 61.71
Std. Dev. =8.17
N =96



Descriptive Statistics

N Range | Minimu | Maximu Sum Mean Std. Varianc Skewness Kurtosis
Std. Std. Std.

Statistic | Statistic | Statistic | Statistic | Statistic | Statistic | Error | Statistic [ Statistic | Statistic | Error | Statistic | Error
PERT1 96 3 2 5 356 3.71 .074 724 525 -1.698 .246 1.705 .488
PERT2 96 3 2 5 329 3.43 .095 .926 .858 -.878 .246 -1.124 .488
PERT3 96 3 2 5 363 3.78 .068 .668 446 -2.097 .246 3.414 .488
PERT4 96 4 1 5 319 3.32 102 1.000 1.000 -.820 .246 -.955 .488
PERTS 96 3 2 5 354 3.69 .075 .730 .533 -1.758 .246 1.558 .488
PERT6 96 3 2 5 332 3.46 .098 .962 .925 -.605 .246 -1.041 .488
PERT7 96 3 2 5 358 3.73 .070 .688 473 -1.967 .246 2.469 .488
PERTS8 96 3 2 5 314 3.27 .095 .934 .873 -.492 .246 -1.547 .488
PERT9 96 3 1 4 215 2.24 .077 .750 .563 1.558 .246 1.769 .488
PERT10 96 3 2 5 305 3.18 .100 .984 .968 -.298 .246 -1.802 .488
PERT11 96 2 2 4 276 2.88 .096 .943 .889 .255 .246 -1.850 .488
PERT12 96 2 2 4 279 2.91 .083 .809 .654 174 .246 -1.449 .488
PERT13 96 2 2 4 278 2.90 .099 .968 .936 212 .246 -1.925 .488
PERT14 96 4 1 5 223 2.32 .082 .801 .642 1.728 .246 1.718 .488
PERT15 96 3 1 4 241 2.51 .090 .883 779 .953 .246 -.723 .488
PERT16 96 3 1 4 213 2.22 .076 743 .552 1.669 .246 2.138 .488
PERT17 96 3 1 4 232 2.42 .087 .854 .730 1.041 .246 -.187 .488
PERT18 96 3 2 5 387 4.03 .050 491 .241 -1.012 .246 6.210 .488
PERT19 96 2 2 4 283 2.95 .099 .966 934 .106 .246 -1.948 .488
PERT20 96 2 2 4 267 2.78 .095 931 .867 454 .246 -1.712 .488
TOTAL 96 42 41 83 5924 61.71 .834 8.170 66.756 -.574 .246 573 .488
Valid N
(listwise) 96




